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KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan Perangkat
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang
dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Badan Kepegawaian Daerah adalah entitas akuntansi dari Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan
laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan
keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2023 ini, perlu kami
kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi
Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.

3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.

4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak
Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan
akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian
atas nilai pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan
Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh
informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan
keuangan.
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Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 ini masih belum
sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang
membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya
untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan
akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good govemance).
Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas
publik.

.~ Bandung, 21 Mei 2024
"Wag Kepegawaian Daerah
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DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

Daftar Piutang Pajak

Daftar Piutang Retribusi

Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Daftar Beban Dibayar Dimuka

Daftar Persediaan

Daftar Saldo Persediaan

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah

Daftar Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah

Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Daerah
Penambahan dan Pengurangan Daftar Aset Lainnya Daerah
Daftar Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Rincian Pendapatan-LO

Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca — Perhitungan Beban
Pegawai, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Hibah, Bantuan
Sosial, dan Lain-lain

Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca — Perhitungan Beban
Persediaan

Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca — Perhitungan Beban Jasa
Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca — Perhitungan Beban
Penyusutan

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neraca dan LRA

Utang Belanja




PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c¢) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) Tahun 2023
sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus
kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan
ekuitas atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.

Jandung, 21 Mei 2024
;g Kepegawalan Daerah

masna, ST., MUM

\%miﬁna Utama Madya

NIP. 19681216 199803 1 003
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RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala
SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (audited). Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023
Unreviu ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 Audited ini disusun dari laporan
keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Badan Kepegawaian Daerah.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun
2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode
dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.373.950,00 atau
sebesar 195,42 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 Jumlah realisasi
Pendapatan-LRA tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan
Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari yang dianggarkan,
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 atau mencapai 100,00 persen dari
yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp
2.623.950,00 atau mencapai 0,00 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp72.429.597.869,00 atau
mencapai 97,89 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp73.993.330.116,00 . Jumlah realisasi
Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp67.842.616.091,00 atau 98,12
persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp4.586.981.778,00 atau 94,57
persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp5.373.950,00
dan Belanja sebesar Rp72.429.597.869,00 diperoleh Surplus/(Defisit}-LRA sebesar
(Rp72.424.223.919,00).

vii
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Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat

disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

~ Tahun " Tabun Anggaran
Pendapatan-LRA T 275000000 5.373.950.00 T 300640000000 300.640.000,00
Pendapatan Asli Daerah-LRA 2.750.000,00 5.373.950,00 300.640.000,00) 300.640.000,00
Pendapatan Pajak Daerah- 0,00 0,0q 0.00 0,00
LRA
Pendapatan Retribusi Daerah- 2.750.000,00 2.750.000, 2.750.000,00 2.750.000,
LRA
Pendapatan Hasil Pengelolaan 0,00 0,00 0,00, 0,00,
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LRA
Lain-lain Pendapatan Asli 0.00 2.623.950,00 297.890.000.00 297.890.000,
Daerah yang Sah-LRA
Belanja 73.993.330.116,00 72.429.597.869,00 70.701.864.480,00 61.940.413.465.00
Belanja Operasi 69.143.137.818,00 67.842.616.091, 70.199.729.937,00 61.442.138.184,00
Belanja Pegawai 42.345.057.076,00 41.727.957.027,00) 45.849 089 265 37.974.994 564,00
Belanja Barang dan Jasa 26.798.080.742,00 26.114.659.064,00 24.350.640.672,0(1 23.467.143.620,00
Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal 4.850.192.298,00 4.586.981.778,00 502.134.543 498 275.281,
Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00|
Belanja Modal Peralatan dan 1.752.199.093, 1.704.393.778, 502.134.543, 498.275.281.00
Mesin
Belanja Modal Gedung dan 3.097.993.205,00 2.882.588.000,00 0,00 0,00
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi 0.00 0.00 0,00, 0.0
dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap 0,00 0, 0,00 0,00
Lainnya
Surplus/(Defisit)-LRA -73.990.580.116,00 -72.424.223.919,00 -70.401.224.480.,00, -61.639.773.465,00,
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2. NERACA

Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.405.487.889,00 yang terdiri dari Aset
Lancar sebesar Rp52.709.000,00 , Aset Tetap sebesar Rp38.048.238.414,00 dan Aset Lainnya
sebesar Rp304.540.475,00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp209.055.620,00 yang seluruhnya
merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.201.397.103,00 .
Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 dapat disajikan pada tabel
berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

g 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Uraian FE =i ; }
| (udited) | (Audited) |
Aset Lancar 52.709.000,00 108.653.715,00
Aset Tetap 38.048.238.414,00 9.469.327.774,00
Aset Lainnya 304.540.475,00 304.540.475,00
Jumlah Aset 38.405.487.889,00 9.882.521.964,00
Kewajiban Jangka Pendek 209.055.620,00 261.535.770,00
Jumlah Kewajiban 209.055.620,00 261.535.770,00
Ekuitas 38.196.432.269,00 9.620.986.194,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 38.405.487.889,00 9.882.521.964,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukan kinerja sesungguhnya Badan Kepegawaian Daerah dalam
Tahun Anggaran 2023. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.951.950,00 ,
Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp69.691.304.531,00 , Surplus/(Defisit) dari Kegiatan
Non Operasional Tahun Anggaran Rp0,00 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023
sebesar (Rp69.626.352.581,00).

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah
sebagai berikut (dalam rupiah):
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e [ Tahun Anggaran 2022
Pendapatan-L.O 64.951.950,00 62.328.000,00
Beban 69.691.304.531,00 63.124.874.500,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 0,00 0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional -69.626.352.581,00 -63.062.546.500,00
Pos Luar Biasa 0,00 0,00
Surplus/(Defisit)-LO -69.626.352.581,00 -63.062.546.500,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.620.986.194,00, Surplus/(Defisit)-LO Tahun
Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00) , RK PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp72.424.223.919,00 , RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp29.232.553.025,00 , RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2023 sebesar
(Rp3.431.211.382,00) , Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp23.766.906,00 ), dan
Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.196.432.269,00 .

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022
adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

== mummzm m-aA-mmm

, | L e & e
Ekuitas Awal 9.620.986.193,13 10.736.403 918,57
Surplus/(Defisit)-LO (Rp69.626.352.581) -63.062.546.500,00
RK PPKD 72.424.223.919,00 61.639.773.465,00

RA PPKD (Perolehan)

29.232.553.025,00

-2.022.933.960,14

RA PPKD (Penyusutan)

(3.431.211.382,00)

1.971.958.102,69

Ekuitas

(23.766.906,00)

358.331.167,01

Ekuitas Akhir

38.196.432.269,00

9.620.986.193,13
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5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan
Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CalK
dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang
memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan — LRA, Belanja
dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan
oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang
terdiri dari Pendapatan — LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya
kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan
dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta
informasi tambahan yang diperlukan.

Xi
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)
Realisasi
Kode Urak Anggaran Des 2023 Lebits 7 (K Realisasi
Rekening 2023 ” Audited . ) = 31-Des-2022 Audited
1 2 3 7 3=7-3 9=713-100 i
4 Pendapatan
4.1 |Pendapatan Asli Daerah 2.750.000,00 5.373.950,00 2.623.950,00| 19542 300.640.000,00
4101 |Pendapatan Pajak Daerah 0.00] 0,00/ 0,00 0,00 0,00
la 1@ |Pendapatan Retribusi Daerah 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 2.750.000.00;
4.1.03 F Hasil Daerah yang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,
4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 2.623.950,00 2.623.950,00 0,00 297.890.000,00
42 Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4201 Pusat - Dana F 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HZNnmm Dana Tmldu Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) 0,00 0.00! 0,00! 0.00 0.00
4201010101 |Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4201.02 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00
201.020% Dana insentif Daerah (DID) 0,00! 0,00 0,00, 0,00 0,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.02.02 Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 0,00 0,00! 0,00 0,00 0,00
4301 Pendapatan Hibah 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00|
l4 302 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00!
4.3.03 |Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 [Jumiah Pendapatan 2.750.000,00 5.373.950,00 2.623.950,00| 19542 300.640.000,00
5 'Betanja
5.1 Belanja Operasi 69.143.137.818,00 67.842.616.091,00 -1.300.521.727,00, 98,12 61.442.138.184,00
5.1.01 Belania Peqawai 42.345.057.076,00 41.727.957.027,00 -617.100.049,00 98,54 37.974.994.564,00
5.1.02 Belanja Baranq dan Jasa 26.798.080.742,00 26.114.659.064,00 -683.421.678,00 97,45 23.467.143.620,00
5.1.03 Belania Bunga 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
51.04 Belania Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.05 Betania Hibah 0.00] 0,00 0,00 0.00 0,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00/
0,00!
5.2 Belanja Modal 4.850.192.298,00 4.586.981.778,00 -263.210.520,00 94,57 498.275.281,00
5201 Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5202 Belanja Pevalatan dan Mesin 1.752.199.093.00| 1.704.393.778.00 -47.805.315.00 s1.27 498 275.281,00)
5203 Belania Gedung dan Bangunan 3.097.993.205.00 2882 588.000,00 -215.405.205,00/ 93,05 0,00
5204 Belanja Jalan rigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00,
5205 Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5301 Belania Tidak Terduga 0,00 0,00/ 0.00 0,00 0.00!
5.4 Belanja Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.01 Belania Transfer Bag) Hasl Pendapatan Pajak ke Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.02 Belanja Transfer Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S Jumiah Belanja 73.993.330.116,00 72.429.597.869,00 -1.563.732.247,00 97,89 61.940.413.465,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LRA -73.990.580.116,00 T2424.223.919,00 1.566.356.197,00 -61.639.773.465,00
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 F Sisa Lebih F (SILPA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.1.04 Penesimaan Pinjaman Daerah 0,00! 0.00 0,00 0.00 0,00
Jumiah Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Dana C: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.02 Modal F Daerah 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
16203 Pembavaran Cicilan Pokok Utang vang Jatuh Tempo 000! 0,00 0.00 0.00 0.00;
Jumiah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00!
Pembiayaan Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
th Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) -73.990.580.116,00 -72.424.223.919,00, 1.566.356.197,00 -61.639.773.465,00
Bandung, 21 Mei 2024 ‘
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

sk 2023 2022
No raian (Audited) (Audited)
1 y4 4 >
I S B I
1 | ASET ! S = ]
L1 ASET LANCAR ) - 0
1.1.1 | Kas di Bendahara Penerimaan I B 0,00 000
112 Kas di Bendahara Pengeluaran R ) 0,00}
Kas di BLUD ~0,00] ) 0,00
i Kas Lainnya 0.00, 0,00,
113 | Piutang Pajak Daerab | 0,00 ) 0,00
114 |  Piutang Retribusi Daerah o ~ opof 0,00}
115 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | - 0,00 ~70.200.000,00]
1.1.7 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 000! 0,00
118 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Dacrah ] - - 0,00 - 0,00
1.1.9 | Bagian Lancar Piutang Sewa — - o0y 00000000 0,004
1.1.10 Piutang Lain-lain ] - 0,00 - 0,00
1.1.11 Penyisihan Piutang . _ S . 0oop . _ 0,00
Penyisihan Piutang BLUD 0,00 ) 0,00
1.1.12 | Beban Dibayar Dimuka B 0,00 ) 0,00
1.1.13 Persedigan 52.709.000,00 ~38.453.715,00]
Persediaan BLUD 0,00 0,00)
- Jumiah Aset Lancar ) 52.709.000,00. 108.653.715,00)
| ASET TETAP B I ]
_Tanah - 29.003.280.000,00 3.393.780.000,00
Peralatan dan Mesin | 26.269.156.341,00 - 24.543.316.403,00|
Gedung dan Bangunan 8.931.579.615,00] 2.645.732.540,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan ) 20584I36700P zosuuemor
| Aset Tetap Lainnya -  144.512.055,00 144,512,055 00}
_ Konstruksi dalam Pengerjaan | 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan ~ -26.506.130.964,00 -21.463.854.591,00
Jumiah Aset Tetap B 38.048.238.414,00 9. m.;m:nuo1
13 | ASETLAINNYA A .
13.1 |  Tagihan Jangka Panjang - o00f 000
132 Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagﬂnn Penjualan
Angsuran . 0,00 . 0,00
Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti
133 Kerugian Daerah 0,00 - 0,00
134 Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa o - 0,00 B - o 0,00}
135 Kemitraan dengan Pihak Ketiga ) 000 0,00
136 |  AsectTidak Berwujud . _ 145.500.000,00] _145.500.000,00
13.7 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -145.500.000,00f ~ -145.500.000,00|
138 ~Aset Lain-lain 3.508.083.848,00 ~3.508.083.848,00]
139 ~ Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain ~ -3.203.543373,00 -3.203.543.373,00
Jumlah Aset Lainnya 304.540.475,00  304.540.475,00
JUMLAH ASET 38.405.487.889,00 9.882.521.964,00
2 KEWAJIBAN ) N ) )
2.1 'KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - -
2.1.1 _ Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00
2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka ) B 173.769.167,00)
213 _Utang Belanja 35.286.453,00
2.1.4 |  Utang Jangka Pendek Lainnya - 0,00
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 209.055.620,00
JUMLAH KEWAJIBAN 209,
3 | EKUITAS - - 33.196.4322'269,0’0"’
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 38.405.487.889,00] 9.882.521.964,00
ndung, 21 Mei 2024
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)
TAHUN ANGGARAN 2023 | TAHUN ANGGARAN 2022 KENAIKAN/
NO. URAIAN REF: (AUDITED) (AUDITED) PENURUNAN (%)
1 2 3 4 5 6=(4-5) | T=4Sx100%
| 1 | KEGIATAN OPERASIONAL
| 1.1 | PENDAPATAN 54.21
PENDAPATAN ASLI DAERAH 54214
Pendapatan Pajak Daerah 42111 0,00 0,00 ),00 0,00
Pendapatan Retribusi Daerah 42112 2.750.000,00 2.750.000,00 00 0,00
Hasil P Y: isahkan .4.2.1.1.3 0,00, 0,00 .00 0,00
Lain-lain PAD Yang sah 4.21.1.4 62.201.950,00 59.578.000,00 2.623.950,00 4,40
|| Jumiah Pendapatan Asli Daerah 64.951.950,00 62.328.000,00 2.623.950,00 4,21
E PENDAPATAN TRANSFER 54212
| TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 542121
Dana Bagi Hasi Paj 421211 0,00 0,00 00 00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 4.2.1.2.1.2 0,00 0,00 ,00 ,00
Dana Alokasi Umum 4 ,00 0,00 ,00 00
Dana Alokasi Khusus 421214 00 0,00 0,00 00
Dana Penyesuaian 5421222 00 0,00 0,00 00
Jumiah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 9,00 0,00 0,00 [
1.3 | TRANSFER ANTAR DAERAH 5.4.21.2.2
| | Bantuan Keuangan 5421221 0.00 0,00 0,00 0,00
Jumizh Pendapatan Transfer Antar Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumiah Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
14 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 54213
Pendapatan hibah 542131 ,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Lainnya 542132 00! 0,00! 0,00 0,00
|| Jumiah Lain-tain Pendapatan yang sah 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 64.951.950,00 62.328.000,00 2.623.950,00 421
| Il | BEBAN
| 11| BEBAN OPERASI 5422
3eban ' 54221 41.720.418.467,00 37.974.994.564, 00 3.745.423.903,00 9,86
3eban Persediaan 54222 3.945 354 478,00 3.043.754.504.00| 901.599.974,00 2962
eban Jasa 4223 12.074.062.122,00 12.939.822 546,00 -865.740.424,00 669
Jeban Pemeliharaan .4.2.2.2 .375.732.662,00 890.481.799,00 485.250.863,00, 54,49
eban Perjalanan Dinas 422, .808.980.963,00 6.496.688.385,00 2.312.292.578,00 35,50
3eban Bunga .4.2.2€ 0,00 ,00 0,00 00
3eban Subsidi 422 0,00 0,00 0,00 .00
3eban Hibah 423 0,00 .00 0,00 0,00
| | Beban Bantuan Sosial 4.2, 0,00 ),00 ),00 0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi .4.22.10 1.666.478.049,00 1.772.223.942,00 -105.745.893,00 5,97
|| Beban Penyisihan Piutang .4.2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
| |'Beban Transfer 42212 0,00 0,00 0,00 0,00
Beban Lain-lain 42213 100.257.790,00 6.908.760,00 135117
' Jumiah Beban Operasi 69.691.304.531,00 63.124.874.500,00 6.566.430.031,00 1040
SURPLUSIDEFISIT DARI OPERASL 5423 -69.626.352 581,00 -63.062.546.500,00 -6.563.806 081,00 1041
| 12| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 54.24
SURPLUS NON OPERASIONAL 54241
Surpius Pengualan Aset Non Lancar .00 )00 0,00 ),00
Penyelesaian j ),00 00/ ),00 ),00
|| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ,00 ,00 ,00 ,00
Jumiah Surplus Non Operasional 0,00 00 ,00 ,00
IL3| DEFISIT NON OPERASIONAL 54242
Defisit Penjualan Aset Non Lancar 00 0,00 .00 0,00
Defisit 2 i .00 0,00 00 X)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ,00 ,00 ,00 .00
| [ Jumiah Defisit Non ] ,00( ),00 ,00 00
| | JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL ),00( ),00
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 5425 -69.626.352.581,00 -63.062.546.500,00 -6.563.806.081 1041
| Il | POS LUAR BIASA 5426
[11.1] PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumiah Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00
12| BEBAN LUAR BIASA
Beban Luer Biasa 00! 00! 00 .00
|| Jumiah Beban Luar Biasa ,00 ,00 ),00
POS LUAR BIASA ,00 00 ,00 ,00
L SURPLUS/DEFISIT LO 5427 -69.626.352.581,00 -63.062.546.500,00 -6.563.806.081,00 1041
Catatan atas Lap Keuangan up gian yang tidak terpi dari L K g
" Bandung, 21 Mei 2024 J
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 2023

URAIAN AUDITED 2023 AUDITED 2022
EKUITAS AWAL 9.620.986.194,00 10.736.403.918,57
SURPLUS / (DEFISIT)-LO 69.626.352.581,00 63.062.546.500,00
RK PPKD 72424223919, 61.639.773.465,00
RA PPKD (Niai Perolehan) 223255302500 2.022.933.960,14
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) 3.431.211.382,00 1.971.958.102,69
EKUITAS -23.766.906,00 358.331.167,01
KOREKSI SALDO AWAL KAS 0,00 0,00
KAS LAINNYA (BLUD) 0,00 0,00
KOREKSI SETORAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN LALU 000 o]
KOREKSI SETORAN KAS DI BP TAHUN LALU 0,00 O.WI
KOREKSI PIUTANG 0,00 6.406.237,0|
KOREKS! PENYISHAN PIUTANG 000 000
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA -1.441.404.00] 0,00
KOREKS! NILAI PERSEDIAAN 00| 157.06)
KOREKS! INVESTAS! PERMANEN 000 000
KOREKS! KEMITRAAN PIHAK KETIGA 000 0,00
KOREKS! BAGIAN LANCAR PIUTANG SEWA 0.00] 0,00
KOREKS! BAGIAN LANCAR PIUTANG TPA 0.00| 0|
KOREKS! BAGIAN LANCAR PIUTANG TGR 000 00|
EKUITAS - KOREKS! KDP 000 000
EKUITAS - KOREKSI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 0,00 0,00
KOREKS! PENCATATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH 0,00 0,00
KOREKS! NILAI ASET TETAP 000 11899
KOREKSI AKUMULAS! PENYUSUTAN ASET TETAP 55.413.058,00 356.049.666,62
KOREKS) SELISIH REVALUASI ASET TETAP 0,00 000
KOREKS! MILAI ASET TAK BERWUJUD 00| 000
KOREKS NILAI ASET LAIN-LAIN 000 11,08
KOREKS| AMORTISAS! ASET TIDAK BERWUJUD 000 4.125.000,00
KOREKS! PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN om| 274
KOREKS! KEWAJIBAN 00| 0,00
KOREKS! UTANG BELANJA 753856000 o]
KOREKS! LAIN-LAIN PAD YANG SAH 000 000
KOREKS! KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 70.200.000,00 0,00
KOREKSI BEBAN BARANG DAN JASA 000 000
KOREKS! NILAI EKSTRAKOMTABEL 00| 000
LAIN - LAIN 000 0,00
PEMBAYARAN PIUTANG BAGIAN LANCAR TGR 0,00 0,00
PEMBAYARAN PIUTANG LAIN-LAIN 000 087
EKUITAS AKHIR msuaua.ool 9.620.986.194,00
//'* ——-Bandung, 21 Mei 2024
DAN KEPEGAWAIAN DAERAH
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Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 — Audited

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Perangkat
Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum;

Catatan atas Laporan Keuangan Hal.
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Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 — Audited

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan
Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Akrual,

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedelapan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 2
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21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat;

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI
Domisili dan Bentuk Hukum Entitas serta Jurisdiksi Tempat Entitas Berada

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang
ditetapkan pada tanggal 19 November 2008 beralamat di Jalan Ternate No. 2 Telepon (022)
4235026, Faximile : (022) 4203960 Bandung —40115.

Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dimana Badan Kepegawaian Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta penilaian kinerja aparatur

dan penghargaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan ugas

dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintahan

Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi;

b. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi

c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan

d. Penyelenggaraan administrasi Badan

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 3
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e. Penyelenggaraaan evaluasi dan pelaporan Badan; dan

f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang kepegawaian
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah disajikan dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa
modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan

keuangan, sebagai berikut:

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah adalah

sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target
Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Strategis
2.3 Kebijakan Keuangan
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 4



Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 — Audited

3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah

Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1
4.2
43
4.4
4.5

Entitas Akuntansi
Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan
Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam

SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1

52

53

54

Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.3.3 Catatan Penting Lainnya

Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.4 Penjelasan Umum Neraca

5.3.5 Penjelasan Per Pos Neraca

5.3.6 Catatan Penting Lainnya

Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional

5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional

5.3.3 Catatan Penting Lainnya

Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.4.1 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.2 Catatan Penting Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Perangkat Daerah

Bab VII Penutup

Catatan atas Laporan Keuangan

Hal.
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BAB I1
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Badan
Kepegawaian Daerah adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang telah dirumuskan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

JUMLAH
NO PROGRAM
KEGIATAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 6
2 Program Kepegawaian Daerah 4
JUMLAH 10

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima
adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang
dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan

zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik Badan Kepegawaian Daerah merupakan serangkaian rencana tindakan
dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh
komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka

mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dalam

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 6
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rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat,

dengan visi yaitu :
“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu OPD yang mempunyai
tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan pemerintahan umum berdasarkan asas
otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menjadi bagian dari Perangkat Daerah

yang mengemban amanah untuk mewujudkan misi ke 5 Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif

antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Dalam lingkup bidang kepegawaian, misi ini mengisyaratkan perlunya Badan Kepegawaian
Daerah selaku unsur penunjang bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan
reformasi birokrasi pad bidang manajemen ASN, dengan fokus antara lain: sinergitas
manajemen ASN, pengembangan kompetensi, peningkatan disiplin, evaluasi jabatan,
penerapan sistem penilaian kinerja individu, pengembangan karir, promosi dan mutasi,

manajemen talenta, penyesuaian pola, lingkungan dan tempat kerja.

Untuk pencapaian hal tersebut, telah diterjemahkan dalam beberapa strategi yang ditempuh
oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran
Badan Kepegawaian Daerah diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
melaksanakan upaya sebagai-berikut :

1. Penyempurnaan Penerapan Sistem Merit menuju target 390 di Tahun 2023;

2. Pembangunan UPTD Manajemen Talenta dan Pengembangan Kompetensi;;

Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta;

> w

Pembangunan Big Data Kepegawaian,;

Human Capital Development Strategy;

Integrasi Sistem Kepegawain Provinsi dengan Sistem Pusat dan Kab Kota;
Transfer sistem informasi e-goverment ke Kabupaten/Kota

Pengembangan fitur layanan kepegawaian berbasis elektronik;

e A

Transformasi Kelembagaan dan Mekanisme Kerja Baru.;
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Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah
terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Badan
Kepegawaian Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah adalah menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Badan
Kepegawaian Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah
diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Akrual;

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.
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5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023.

2.4 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka
mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat
Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dibawah ini adalah Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kinerja Badan Kepegawaian

Daerah Tahun 2018 - 2023 :

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 9



Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 — Audited

NO.

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran IKU

Target

Mewujudkan ASN yang Profesional, | Indeks Sistem

Berintegritas, Netral

dan Berkinerja Tinggi.

Merit

390

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat penting

dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana

proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas

kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Badan

Kepegawaian Daerah akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun

2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun

2018 - 2023, dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Catatan atas Laporan Keuangan
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3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD

Pendapatan-LRA

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.373.950,00 atau

195,42 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 . Pendapatan tersebut terdiri

dari Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 Pendapatan Transfer sebesar
Rp0,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp2.623.950,00 .
Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp5.373.950,00 atau 195,42 persen dari yang

dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 , terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan

sebesar Rp0,00 .

2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 atau 100,00 persen dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 .

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp0,00 atau 0,00

dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
4. Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp2.623.950,00 atau 0,00 persen dari yang

dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran

2022 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

L. Realisasi
Anggaran Setelah Realisasi Tahun
No Uraian % Tahun Anggaran
Perubahan Anggaran 2023 .
2022 (Audited)
1 2 3 4 5=4/3x100% 6
1 | Pendapatan Asli Daerah-LRA 2.750.000,00 5.373.950,00 195,42 300.640.000,00
- Pendapatan Pajak Daerah- 0,00 0,00 0,00 0,00
LRA
- Pendapatan Retribusi 2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 2.750.000,00
Daerah-LRA
Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 11
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Realisasi
No Uraian Anggaran Setelah Realisast Tahun % Tahun Anggaran
Perubahan Anggaran 2023
2022 (Audited)
- Pendapatan Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah - 0,00 2.623.950,00 0,00 297.890.000,00
LRA
2 | Pendapatan Transfer — LRA 0,00 0,00 0,00 0,00
Transfer Pemerintah Pusat - 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana Perimbangan
- Dana Transfer Umum-Dana 0,00 0,00 0,00 0,00
Bagi Hasil Pajak (DBH)
- Dana Bagi Hasil Bukan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pajak (Sumber Daya Alam)
- Dana Transfer Umum-Dana 0,00 0,00 0,00 0,00
Alokasi Umum (DAU)
- Dana Transfer Khusus-Dana 0,00 0,00 0,00 0,00
Alokasi Khusus (DAK)
Transfer Pemerintah Pusat - 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya - LRA
- Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Transfer Antar 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah — LRA
- Bantuan keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
3 | Lain-Lain Pendapatan Yang 0,00 0,00 0,00 0,00
Sah
- Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pendapatan Lainnya Sesuai 0,00 0,00 0,00 0,00
Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah 2.750.000,00 5.373.950,00 195,42 300.640.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan
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Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022, berarti

realisasi Pendapatan-LRA Tahun anggaran 2023 turun sebesar (Rp295.266.050,00) atau
-98,09 persen dibanding Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.640.000,00 .

Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.429.597.869,00 atau 97,89 persen dari
yang dianggarkan sebesar Rp73.993.330.116,00 .

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi sebesar Rp67.842.616.091,00 atau 98,12 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp69.143.137.818,00 , terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp41.727.957.027,00 atau 98,54 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp42.345.057.076,00 .

2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp26.114.659.064,00 atau 97,45 persen dari yang
dianggarkan sebesar Rp26.798.080.742,00 .

b. Belanja Modal sebesar Rp4.586.981.778,00 atau 94,57 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp4.850.192.298,00 , terdiri dari:

1. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.704.393.778,00 atau 97,27 persen dari yang
dianggarkan sebesarRp1.752.199.093,00 .

2. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.882.588.000,00 atau 93,05 persen dari
yang dianggarkan sebesarRp3.097.993.205,00 .

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat

disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

L. Realisasi
Anggaran Setelah Realisasi
No Uraian % Tahun Anggaran 2022
Perubahan Tahun Anggaran 2023
(Audited)
5=4/3x
1 2 3 4 6
100%
1 Belanja Operasi 69.143.137.818,00 67.842.616.091,00 98,12 61.442.138.184,00
- Belanja Pegawai 42.345.057.076,00 41.727.957.027,00 98,54 37.974.994.564,00
- Belanja Barang &
4 26.798.080.742,00 26.114.659.064,00 97,45 23.467.143.620,00
jasa

Catatan atas Laporan Keuangan
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L. Realisasi
Anggaran Setelah Realisasi
No Uraian % Tahun Anggaran 2022
Perubahan Tahun Anggaran 2023
(Audited)
- Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Bantuan
0,00 0,00 0,00 0,00
Sosial
2 Belanja Modal 4.850.192.298,00 4.586.981.778,00 94,57 498.275.281,00
- Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Peralatan
1.752.199.093,00 1.704.393.778,00 97,27 498.275.281,00
dan Mesin
- Belanja Gedung
3.097.993.205,00 2.882.588.000,00 93,05 0,00
dan Bangunan
- Belanja Jalan,
Irigasi, dan 0,00 0,00 0,00 0,00
Jaringan
- Belanja Aset
clana ase 0,00 0,00 0,00 0,00
Tetap Lainnya
Belanja Tidak
3 clanja Tida 0,00 0,00 0,00 0,00
Terduga
- Belanja Tidak
0,00 0,00 0,00 0,00
Terduga
4 Belanja Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Transfer
Bagi Hasil
0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Pajak
ke Kab/Kota
Jumlah 73.993.330.116,00 72.429.597.869,00 0,00 61.940.413.465,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp61.940.413.465,00 , berarti realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar
Rp10.489.184.404,00 atau 16,93 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

tidak mengalami perubahan Realisasi penyerapan belanja pada tahun 2023 belum optimal

disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:
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1. Terdapat penambahan anggaran yang sifatnya penyediaan untuk belanja modal
pembangunan Gedung Assesment Center

2. Jadwal kegiatan pelaksanaan yang banyak mengalami perubahan diakibatkan kebijakan
dari internal maupun eksternal, dan

3. Ketidaksesuaian uraian rincian objek belanja (komponen) yang dibutuhkan dalam kode

rekening.

Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit)-LRA Tahun Anggaran 2023 dihasilkan dari pengurangan antara Realisasi
Pendapatan-LRA  dan Realisasi Belanja, yaitu Surplus/(Defisit)}-LRA  sebesar
(Rp72.424.223.919,00).

3.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
Pendapatan-LO

Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp64.951.950,00 yang

semuanya merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari:

a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp2.750.000,00 .

b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp62.201.950,00 .
Beban

Beban pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp69.691.304.531,00. Rincian berdasarkan

jenis beban adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)
Beban Pegawai 41.720.418.467,00 37.974.994.564,00
Beban Persediaan 3.945.354.478,00 3.043.754.504,00
Beban Jasa 12.074.082.122,00 12.939.822.546,00
Beban Pemeliharaan 1.375.732.662,00 890.481.799,00
Beban Perjalanan Dinas 8.808.980.963,00 6.496.688.385,00
Beban Hibah 0,00 0,00
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Uraian Tahun Anggaran Tahun Anggaran
2023 (Audited) 2022 (Audited)
Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi

1.666.478.049,00

1.772.223.942,00

Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00
Beban Lain-lain 100.257.790,00 6.908.760,00
Jumlah 69.691.304.531,00 63.124.874.500,00

3.3 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG
TELAH DITENTUKAN

Persentase Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar 195,42 persen.
Persentase Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar 97,89 persen. Penyerapan

anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, hal ini disebabkan karena:

1. Jadwal kegiatan pelaksanaan yang banyak mengalami perubahan diakibatkan

kebijakan dari internal maupun eksternal;

2. Ketidaksesuaian uraian rincian objek belanja (komponen) yang dibutuhkan dalam

kode rekening;
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI

Badan Kepegawaian Daerah beserta jenjang struktural di bawahnya merupakan entitas

akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi

pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2023, entitas akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah mencakup:

No Bidang/Bagian/Satker

Jumlah
Subbid/Subbag/Subsatker

1 Kepala Badan

Fungsional

2 | Sekretariat 1 Subbag

3 Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan -
Informasi Kepegawaian

4 Bidang Mutasi dan Promosi -

5 Bidang Pengembangan Aparatur -

6 |Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan -

Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker

0 Subbid/ 1 Subbag/ 0 Seksi

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi

pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun

laporan neraca dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, yang

mencakup:
No Pengelola BMD Jumlah
1 Kasubbag Umum/Pegawai 1 Orang
2 Pengurus Barang 1 Orang
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3 Pengurus Barang Pembantu

2 Orang

Total

4 Orang

4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan

Kepegawaian Daerah yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan

kepadanya. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah disusun berdasarkan proses

akuntansi yang menghasilkan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang

struktural dibawahnya yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah.

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses

pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit

kerja yang berada dibawah Badan Kepegawaian Daerah. Laporan Realisasi Anggaran

terdiri dari Pendapatan-LRA dan Belanja

Neraca

Neraca disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun

neraca dari seluruh unit kerja yang berada dibawah Badan Kepegawaian Daerah.

Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo

akun-akun Laporan Operasional dari seluruh unit kerja yang berada di bawah Badan

Kepegawaian Daerah. Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus

dan Defisit-LO.

Laporan Perubahan Ekuitas
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Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang
menghasilkan saldo akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas seluruh unit kerja yang berada

di bawah Badan Kepegawaian Daerah.
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan
laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas, serta dalam rangka pengungkapan yang memadai.

43 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN

Laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah disusun menggunakan basis akrual untuk
pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada
saat kejadian yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat

kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada
Laporan Realisasi Anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas
Umum Daerah atau di Bendahara Penerimaan Badan Kepegawaian Daerah atau saat kas dibayar

dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran . Dalam penyusunan Laporan
Keuangan Tahun 2023 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

44 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah

Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
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pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA
diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum
Daerah atau SK PERANGKAT DAERAH atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas
nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke
kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai
tercatat. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang
rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka
penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata

uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto
dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen
pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat. Belanja disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam
mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada

tanggal transaksi.
(3) Pendapatan-LO

Pendapatan-L 0O adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO
diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi.Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang tertera pada
dokumen pendukung pendapatan berdasarkan azas bruto. Pendapatan-LO dinilai sebesar nilai
tercatat. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber

pendapatan.
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Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenubhi kriteria sebagai berikut:
1) Timbulnya hak atas pendapatan;

2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa
penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun

sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.
(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi
selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu
periode pelaporan. Beban disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi

ekonomi.
(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari

imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang
diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut,

dikategorikan sebagai aset non lancar.

1. Aset Lancar
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Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika (1) diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal

pelaporan, atau (2) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan,
dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban

dibayar di muka.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs

tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan
atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi
harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya
lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi jangka pendek dalam
bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan
maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila tidak ada nilai
wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk
memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito

jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang
belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Piutang dinilai
sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak
tertagih, dan penghapusan piutang. Piutang pada tanggal Neraca disajikan secara wajar sesuai
dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net realizable value). Penggolongan Kualitas Piutang

Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.

Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan Penyisihan Piutang Tak
Tertagih. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang
dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang
didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan

umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 22



Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 — Audited

dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang

yang bersangkutan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat
diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau
entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan
setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang
tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang
tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan
daftar umur piutang (aging schedule). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak
tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan
diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih,

merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan

diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah
Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut:

a. Harga perolehan jika Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan
dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok
produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang

diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
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c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai
wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak

yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction);

d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan

menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau First In First
Out (FIFO).

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan

tumbuhan. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:
a.  Harga perolehan, atau
b.  Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar.

Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai

wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:
a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; dan
b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang

memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan
klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Beban Dibayar Dimuka
timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau

belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.
2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset lancar. Aset
nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang

digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang
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digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi Investasi jangka panjang, Aset tetap,

Dana Cadangan dan Aset lainnya.
4. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih
dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi non

permanen dan investasi permanen.
(i) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam

investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Investasi Non Permanen meliputi:

(1) pinjaman kepada perusahaan negara;

(2) pinjaman kepada perusahaan daerah;

(3) pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;

(4) investasi dalam surat utang negara;

(5) investasi dalam proyek pembangunan;

(6) investasi nonpermanen lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki
secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah

dan di perusahaan negara.

Investasi Permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

e Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode biaya; Dengan menggunakan metode
biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan

usaha/badan hukum yang terkait.
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e Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki

pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
5. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas
operasi entitas, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi,
dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai

Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Berwujud;

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dilaporkan pada neraca Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023
berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban

Aset BMD.

Aset Tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia,
maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belanja Modal yang
nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap, tidak disajikan sebagai aset tetap di

Neraca, namun dicatat tersendiri sebagai Extracomptable.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria :

a. Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;

b. Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit barang;
c. Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per grup;

d. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan untuk menunjukkan

penurunan nilai dan manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu
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aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode

penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.
6. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan,
sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana
Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana

Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
7. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset
Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak

berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan
Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan

Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa.

(i) Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah
yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada
pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai

nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
(ii) Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah
sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada
negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K

dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

(iii) Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa
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menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari sewa aset pemerintah daerah kepada pihak
ketiga yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Tagihan
Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa yang
akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset

Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Pihak Ketiga-Sewa yang dinilai sebesar nilai
nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Kerja Sama Pemanfaatan
(KSP) yang dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada
saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji, Bangun Guna Serah
(BGS)/ Build Operate Transfer (BOT) yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS
tersebut, atau Bangun Serah Guna (BGS)/ Build Transfer Operate (BTO) yang dicatat sebesar
nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan
pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak

ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus.
Masa manfaat dan nilai residu dipersamakan dengan masa manfaat dan nilai residu jenis aset

yang sama di Aset Tetap

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang
dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak

Berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Aset nonkeuangan;

b. Tidak berwujud;

c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
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f. Dapat diidentifikasi;
g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan

h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas

bulan

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang
memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak

berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
direklasifikasi kedalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang,
dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan
(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Di samping itu, piutang macet Perangkat Daerah yang dialihkan penagihannya kepada
Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset

Lain-lain.
(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan,
kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari
masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; kewajiban kepada masyarakat luas
yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak,
alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya dan Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;
kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban

jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
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Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga,

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.
b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah

daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena
perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,

diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
(7) EKkuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan
hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/(defisit)-LO,
SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal
yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

45 PENERAPAN KEBIJAKAN  AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN
KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP ENTITAS AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuanganseluruhnya sudah sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah
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BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.1.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.373.950,00 atau 195,42

persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 .

Realisasi Pendapatan - LRA pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.373.950,00 sedangkan

pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.640.000,00 . Hal ini berarti realisasi Pendapatan-

LRA Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar (Rp295.266.050,00) dibanding Tahun

Anggaran 2022.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.373.950,00 terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 ,Pendapatan Transfer-LRA sebesar

Rp0,00 , Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp2.623.950,00 . Realisasi

Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.373.950,00 atau 195,42

persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 , terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp0,00 ;

b. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 atau 100,00 persen dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 ;

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA sebesar Rp0,00
atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;

d. Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp2.623.950,00 atau 0,00 persen dari yang
dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari

yang dianggarkan sebesar Rp0,00 , terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp0,00 atau 0,00
persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari

yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
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c. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp0,00 .

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau

0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 , terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar
Rp0,00 ;

b. Pendapatan Lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari

yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Trend realisasi Pendapatan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Grafik Trend Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2019 s.d 2023

Dalam Jutaan Rupiah

300.640.000

19.650.000

1.650.000 5.3%3.950

2019 2020 2021 2022 2023

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp72.429.597.869,00 atau 97,89
persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp73.993.330.116,00 .
Realisasi Belanja ini berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp67.842.616.091,00 ,Belanja
Modal sebesar Rp4.586.981.778,00 , Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 , dan Belanja
Transfer sebesar Rp0,00 .

Belanja Operasi sebesar Rp67.842.616.091,00 atau 98,12 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp69.143.137.818,00 , terdiri dari:

1) Belanja Pegawai sebesar Rp41.727.957.027,00 atau 98,54 dari yang dianggarkan sebesar
Rp42.345.057.076,00 ;
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2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp26.114.659.064,00 atau persen 97,45 dari yang
dianggarkan sebesar Rp26.798.080.742,00 ;

2) Belanja Bunga sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
3) Belanja Subsidi sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;
4) Belanja Hibah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;

5) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar
Rp0,00 .

Belanja Modal sebesar Rp4.586.981.778,00 atau 94,57 persen dari yang dianggarkan sebesar
Rp4.850.192.298,00 , terdiri dari:

1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar
Rp0,00 ;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.704.393.778,00 atau 97,27 persen dari
yang dianggarkan sebesar Rpl.752.199.093,00 ;

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.882.588.000,00 atau 93,05 persen dari
yang dianggarkan sebesar Rp3.097.993.205,00 ;

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang

dianggarkan sebesar Rp0,00 ;

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp0,00 ;

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00
Belanja Transfer sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 , terdiri dari :

1) Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang
dianggarkan sebesar Rp0,00 ;

2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar
Rp0,00 .
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Trend realisasi Belanja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Trend Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2019 s.d 2023

Dalam Jutaan Rupiah

72.429.597.869

61.940.413.465
57.429.651.403 58.731.845.859

53.136.336.10L/

2019 2020 2021 2022 2023

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA
sebesar Rp5.373.950,00 dan realisasi Belanja sebesar Rp72.429.597.869,00 maka terjadi
Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp72.424.223.919,00).

5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.2.1 Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.373.950,00 atau

195,42 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp300.640.000,00 , berarti realisasi Pendapatan-LRA menurun dibanding Tahun Anggaran

2022 sebesar -98,21 persen atau sebesar (Rp295.266.050,00).

Realisasi pendapatan pada tahun 2023 tercapai sebesar 100,00 persen, disebabkan beberapa

hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

L e Pendapatan
Retribusi - LRA yang berasal dari sewa tempat bersifat tetap setiap bulannya sehingga yang

terealisasi sama dengan yang dianggarkan

5.1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA
Realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD)-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.373.950,00
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atau 195,42 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 . Apabila dibandingkan

dengan realisasi PAD-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp300.640.000,00 , berarti

realisasi PAD-LRA menurun sebesar (Rp295.266.050,00) atau -98,21 persen dibanding

Tahun Anggaran 2022.

Realisasi PAD-LRA sebesar Rp5.373.950,00 ini terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan
sebesar Rp0,00 ;

b. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 atau 100,00 persen dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 ;

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA sebesar Rp0,00
atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 ;

d. Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp2.623.950,00 atau 0,00 persen dari yang
dianggarkan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00
persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.750.000,00
atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 .

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah — LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Anggaran setelah Realisasi Tahun
No Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
Anggaran 2023 (Audited)
2 3 4 5=4/3x 100
Retribusi Jasa Umum 0 0 0.00
2 | Retribusi Jasa Usaha 2.750.000 2.750.000 100,00
3 Retribusi Perizinan Tertentu 0 0 0.00
Jumiah 2.750.000 2.750.000 100,00

Pencapaian realisasi Pendapatan Retribusi - LRA tercapai 100,00 persen dari pagu disebabkan

beberapa hal, diantaranya yang paling signifikan yaitu:
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1. Pendapatan Retribusi - LRA yang berasal dari sewa tempat bersifat tetap setiap

bulannya sehingga yang terealisasi sama dengan yang dianggarkan

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar
Rp2.750.000,00 berarti Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tidak mengalami perubahan
sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Pendapatan Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat
dilihat pada rincian pada tabel di bawabh ini (dalam Rp):

Realisasi Tahun Realisasi Tahun
No Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)
1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
1 Retribusi Jasa Umum 0 0 0,00
2 | Retribusi Jasa Usaha 2.750.000 2.750.000 0,00
3 Retribusi Perizinan Tertentu 0 0 0,00
Jumlah 2.750.000 2.750.000 0,00

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Retribusi - LRA tidak mengalami perubahan sebesar
Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2022 , hal ini disebabkan beberapa hal
diantaranya yang paling signifikan yaitu

..................................................................................... tarif sewa retribusi

dan jumlah item yang disewakan sama dengan tahun 2022 sehingga tidak mengalami

perubahan

51.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan — LRA Tahun
Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari jumlah yang ditetapkan
dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LRA
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.623.950,00 atau
0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .
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Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain - lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp297.890.000,00 , berarti realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA dibanding Tahun
Anggaran 2022 menurun sebesar Rp295.266.050,00 atau (99,12) persen.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022,

dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam Rp):

Realisasi Tahun Realisasi Tahun
No Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)
5= ((3-4)/4)
1 2
8 4 x100%
1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 2.623.950 0 0.00
. . H
-LRA
2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - 0 297.890.000 -100.00
LRA ’
3 Hasil Kerja Sama Daerah — LRA 0 0 0.00
EHl
4 Jasa Giro - LRA 0 0 0.00
H
5 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir — LRA 0 0 0.00
H
6 Pendapatan Bunga - LRA 0 0 0.00
EHl
7 Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan 0 0 0.00
Daerah - LRA ’
8 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan 0 0 0.00
Pekerjaan - LRA '
9 Pendapatan Denda Pajak Daerah — LRA 0 0 0.00
]
10 Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LRA 0 0 0.00
El
11 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan — LRA 0 0 0.00
El
12 Pendapatan Dari Pengembalian — LRA 0 0 0.00
]
13 Pendapatan BLUD - LRA 0 0 0.00
]
14 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak 0 0 0.00
Dipisahkan — LRA '
15 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LRA 0 0 0.00
El
16 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan - LRA 0 0 0.00
]
Jumlah 2.623.950,00 297.890.000 | 0,0008

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA meningkat sebesar Rp295.266.050,00
atau 0,0008 persen dibanding Tahun Anggaran 2022, hal ini disebabkan beberapa hal

diantaranya yang paling signifikan yaitu
..................................................................................... adanya hasil
penjualan bangunan dari bongkaran gedung tubagus ismail
51.2.2 Belanja
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Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp72.429.597.869,00 atau 97,89
persen dari yang dianggarkan sebesar Rp73.993.330.116,00 .
Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen pagu disebabkan beberapa hal

diantaranya yang paling signifikan yaitu:

Terdapat beberapa anggaran yang sifatnya penyediaan seperti belanja pegawai dan

belanja yang sifatnya tetap:

Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan jadwal pelaksanaan menjadi tahun

2024 karena kebijakan dari instansi pembina terkait.

Realisasi Belanja sebesar Rp72.429.597.869,00 berasal dari Belanja Operasi sebesar
Rp67.842.616.091,00 , Belanja Modal sebesar Rp4.586.981.778,00 , Belanja Tidak Terduga
sebesar Rp0,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi
Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.940.413.465,00 , berarti realisasi Belanja
meningkat sebesar Rp10.489.184.404,00 atau 16,93 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi penyerapan Belanja pada Tahun Anggaran 2023 meningkat dibandingkan dengan
Tahun  Anggaran 2022, disebabkan beberapa  hal  diantaranya  yaitu

rapa kegiatan telah diupayakan pelaksanaannya sesuai dengan anggaran yang tersedia

sehingga persentase realisasi belanjanya lebih baik dibanding tahun 2023.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023.
Grafik Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023
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Belanja Modal
6%

Belanja Operasi
94%

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja berasal dari Belanja
Operasi yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yaitu sebesar
Rp67.842.616.091,00 atau 94 persen dari Total Belanja.

5.1.2.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp67.842.616.091,00 atau
98,12 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp69.143.137.818,00 . Realisasi Belanja Operasi
ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp41.727.957.027,00 , Belanja Barang dan jasa
sebesar Rp26.114.659.064,00 , Belanja Bunga sebesar Rp0,00 , Belanja Subsidi sebesar
Rp0,00 , Belanja Hibah sebesar Rp0,00 , dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp61.442.138.184,00 , berarti realisasi Belanja Operasi meningkat sebesar
Rp6.400.477.907,00 atau 10,42 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2023
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Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

0% 0%

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Operasi berasal
dari Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp41.727.957.027,00 atau 62 persen dari Total Belanja

Operasi.
5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.727.957.027,00 atau 98,54
persen dari yang dianggarkan sebesar Rp42.345.057.076,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain

......................................................................................... belanja  pegawai

bersifat penyediaan untuk mengakomodir pegawai yang mengalami mutasi masuk atau keluar

sehingga menyebabkan anggaran tidak sepenuhnya direalisasikan

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam

rupiah):
Anggaran setelah Realisasi Tahun
Kode Rekening Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
Anggaran 2023 (Audited)

1 2 3 4 5 =4/3 x 100%
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 9.222.956.226 9.140.734.490 99’12
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6.438.699.260 6.398.422.560 99’37
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 655.261.888 650.389.490 99,26
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 221.600.000 216.500.000 97’70
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 470.883.884 452.434.000 96,08
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Anggaran setelah Realisasi Tahun
Kode Rekening Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
Anggaran 2023 (Audited)

1 2 3 4 5=4/3 x 100%
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 190.940.000 187.745.000 98.33
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 399.861.141 397.513.380 99 41
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.338.964 10.949.207 96.56
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 92.596 90.712 97.97
5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 780.460.808 774.121.368 9919
5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja

ASN 13.279.419 13.142.190 98,97
5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 39.838.266 39.426.583 08.97
5.1.01.01.13 Belanja Jaminan Hari Tua ASN 0 0 0.00
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 33.122.800.850 32 587.222 537 98.38
5.1.01.02.01 'I};aerrr;:?zsir,llPenghasilan berdasarkan Beban 24.922 304.361 24.035.354.271 99’23
5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat
Bertugas ASN 0 0 0'00
5.1.01.02.03 'liaer:;:?gr,llPenghasnan berdasarkan Kondisi 4.377.206.536 4.318.846.741 98,67
5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan
Kelangkaan Profesi ASN 0 0 0’00
5.1.01.02.05 Lirgsigr&fenghasnan berdasarkan Prestasi 4.523.289.953 4.233.021.525 93,58
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0 0 0’00
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 0 0 0.00
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 0 0 0.00
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan
DPRD serta KDH/WKDH 0 0 0’00
5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 0 0 0.00
Jumlah 42.345.057.076 41.727.957.027 | 98,54

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp37.974.994.564,00 Belanja Pegawai
Rp3.752.962.463,00 atau 9,88 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

berarti realisasi meningkat sebesar

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 meningkat sebesar 0,00 persen disebabkan

beberapa hal diantaranya yaitu:

penambahan pegawai dengan nominal belanja pegawai yang cukup signifikan
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2. Realisasi

belanja pegawai untuk kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

ASN meningkat karena bertambahnya pegawai yang mendapatkan penghargaan

Employee of The Month (EOTM) dan bertambahnya penghargaan untuk ketua Team of

Teams (ToTs)

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat

pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)

1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
SO pelanja Gall dan Tunjangan ASN 9.140.734.490 8.552.596.686 6,88
>101.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6.398.422.560 6.028.225.280 6,14
SLoLoLeE elenje Tunjangen Keluarga ASN 650.389.490 602.626.881 7,93
SLOLOLES pelenja Tunjangan Jebeten ASN 216.500.000 233.960.000 7,46
PLoLoLet pelenje Tunjangan Fungsional ASN 452.434.000 333.160.000 35,80
SLOLOLOS R L angan Fungstonl 187.745.000 197.030.000 4,71
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 397 513,380 375.135.600 5,97
5.1.01.01.07 Eilj.:d: Tunjangan PPh/Tunjangan 10.949.207 7 293,372 51,58
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 90.712 89 551 1.30
5.1.01.01.09 2Z|’E\11nja luran Jaminan Kesehatan 774121368 725910052 6,64
5.1.01.01.10 Eee):z;lgj;él:\:an Jaminan Kecelakaan 13142190 12308984 6,77
5.1.01.01.11 2esllzillnja luran Jaminan Kematian 39426583 36926966 6,77
R I 0 0| o0
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 32587 222 537 29 422 397 878 10,76
51010201 ;Z?;af:rjze/igﬁ“'a” berdasarkan 24.035.354.271 22.136.703.017 8,58
e ey 0 o| oo
>101.02.08 Kondis Ko Ao an 4.318.846.741 3.811.508.691 13,31
R I 0 0| o0
51010205 ;fe”s‘f;i?f:ezznf\ga,j"a” berdasarkan 4.233.021.525 3.474.186.170 21,84
e 0 o| oo
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Realisasi Tahun Realisasi Tahun
Kode Rekening Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)
1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 0 0 0.00
1
5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan
KDH/WKDH 0 0 0,00
5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya
Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 0 0 0’00
5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 0 0 0.00
H
Jumlah 41.727.957.027 37.974.994.564 9,88

Dari nilai belanja pegawai sebesar Rp41.727.957.027,00 , terdapat belanja pegawai BLUD
sebesar Rp0,00

5.1.1.1.1.1 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.114.659.064,00 atau 97,45
persen dari yang dianggarkan sebesar Rp26.798.080.742,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

T Terdapat
belanja yang bersifat penyediaan seperti listrik, telepon, dan biaya tetap lainnya.
2. e Terdapat

beberapa kegiatan yang mengalami perubahan jadwal pelaksanaan menjadi tahun 2024

karena kebijakan dari instansi pembina terkait

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

(dalam rupiah):

Anggaran setelah Realisasi Tahun
Kode Rekening Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
Anggaran 2023 (Audited)

1 2 3 4 5 =4/3 x 100%
5.1.02.01 Belanja Barang 3.634.270.892 3.512.422.263 96,65
5.102.0101 Belanja Barang Pakai Habis 3.634.270.892 3.512.422.263 96,65
5.1.02.02 Belanja Jasa 12.450.285.036 12.043.425.676 96,73
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.070.344.606 8.903.303.317 98,16
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Anggaran setelah Realisasi Tahun
Kode Rekening Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
Anggaran 2023 (Audited)

1 2 3 4 5 =4/3 x 100%
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 41.974.080 40.250.959 95,89
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.342.281.350 1.317.995.000 98,19
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 92.580.000 91.500.000 98,83
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 48.956.000 40.484.900 82,70
5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.141.005.000 063.250.000 84,42
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,

Bimbingan Teknis serta Pendidikan 713.144.000 686.641.500 96,28
dan Pelatihan
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.289.005.335 1.277.642.662 99,12
5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 182.532.882 178.817.250 97,96
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
oo 586.180.000 586.040.000 99,98
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan
. 520.292.453 512.785.412 98,56
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.952.331.979 8.808.980.963 98,40
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Noger 8.870.593.379 8.727.242.363 98,38
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar
Nogen 81.738.600 81.738.600 | 100,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa
untuk Diberikan kepada Pihak 472.187.500 472.187.500 100,00
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak 447.187.500 447.187.500 100,00
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak 25.000.000 25.000.000 100,00
Lain/Masyarakat
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0 0’00
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0’00
Jumlah 26.798.080.742 26.114.659.064 97,45

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp23.467.143.620,00 , berarti realisasi Belanja Barang dan jasa meningkat sebesar
Rp2.647.515.444,00 atau 11,28 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2023 tidak mengalami perubahan disebabkan

beberapa hal diantaranya yaitu:

1l —iiiiiimmeemeeeeeeee e Terdapat
kegiatan vang membutuhkan anggaran yang besar menyebabkan realisasi meningkat
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seperti Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) dan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah

(PORPEMDA)

2. Terdapat
beberapa kegiatan baru pada tahun 2023 yang belum ada di tahun 2022

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada

rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)

1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.01 Belanja Barang 3.512.422.263 2.590.289.722 35,60
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.512.422.263 2.500.289.722 35,60
5.1.02.02 Belanja Jasa 12.043.425.676 12.913.741.731 -6,74
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.903.303.317 9.037.759.795 -1,49
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 40.250.959 101.231.936 -60,24
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 0 0 0’00
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.317.995.000 1.369.110.000 _3,73
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 91.500.000 128.320.000 -28,69
5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 0 0 0,00
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 0 0 0’00
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.484.900 49.034.000 _17,44
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non

coala 1 0 98.200.000 |  -100,00
5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan

(Awvailibility Payment) 0 0 O’OO
5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 963.250.000 1.779.616.000 -45,87
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,

Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 686.641.500 350.470.000 95,92

Pelatihan
5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non

ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 0 0 0’00
5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non

ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 0 0 0’00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.277.642.662 988.558.782 29,24
5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 178.817.250 0 0,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

. 586.040.000 472.167.182 24,12
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 512.785.412 516.391.600 -0,70
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,

dan Irigasi 0 0 0’00
5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya 0 0 0,00
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Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)

1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.808.980.963 6.566.888.385 34,14
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.727.242.363 6.566.888.385 3290

. . . . c . )
5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 81.738.600 0 0.00
. . ,
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk
Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 472.187.500 407.665.000 15,83
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 447.187.500 407.665.000 9’69
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000 0 O’OO
5.1.02.05.03 Belanja Pemberian Uang yang
Diberikan kepada Pihak 0 0 0,00
Ketiga/Masyarakat
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0 0.00
Hl
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 0 0 0.00
EH
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0 0.00
EH
5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0 0.00
Hl
Jumlah 26.114.659.064 23.467.143.620 11,28

Dalam realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.114.659.064,00

terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp26.114.659.064,00 dengan

rincian sebagai berikut :

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)

1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.01 Belanja Barang 3.512.422.263 2.590.289.727 35,60
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.512.422.263 2.590.289.727 35,60
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 0 0,00 0,00
5.1.02.01.03 Belanja Barang Bekas Dipakai 0 0,00 0,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 12.043.425.676 12.913.741.731 (6,74)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.903.303.317 9.037.759.795 (1,49)
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 40.250.959 101.231.936 (60,24)
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 0 0 0
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.317.995.000 1.369.110.000 (3,73)
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 91.500.000 128.320.000 (28,69)
5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan 0 0 0

Irigasi
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 0 0 0
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.484.900 49.034.000 (17,44)
5.1.02.02.09 Belanja Ja_sa Konsultansi Non 0 98.200.000 (100)
Konstruksi
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Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)
1 2 3 4 5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan 0 0 0
(Availibility Payment)
5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 963.250.000 1.799.616.000 (45,87)
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,
Bimbingan Teknis serta Pendidikan 686.641.500 350.470.000 95,92
dan Pelatihan
5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai
Non ASN atas Pemungutan Pajak 0 0 0
Daerah
5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai
Non ASN atas Pemungutan Retribusi 0 0 0
Daerah
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.277.642.662 988.558.782 29,24
5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 178.817.250 0 0
5.1.02.03.02 Bela_nja Pemeliharaan Peralatan dan 586.040.000 472.167.182 24,12
Mesin
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan 512.785.412 516.391.600 (0.70)
Bangunan
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, 0 0 0
dan Irigasi
5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap 0 0 0
Lainnya
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.808.980.963 6.566.888.385 34,14
5.1.02.04.01 Belanj_a Perjalanan Dinas Dalam 8.727.242.363 6.566.888.385 34,14
Negeri
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa
untuk Diberikan kepada Pihak 472.187.500 407.665.000 15,83
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak 447.187.500 390.750.000 6,61
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak 25.000.000 16.915.000 80,90
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.03 Belanja Pemberian Uang yang
Diberikan kepada Pihak 0 0 0
Ketiga/Masyarakat
Jumlah 26.114.659.064 23.467.143.620 11,28

5.1.1.1.2 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.586.981.778,00 atau 94,57

persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.850.192.298,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain karena

vang bersifat penyediaan

terdapat anggaran

Realisasi Belanja Modal ini berasal dari Belanja Tanah sebesar Rp0,00 , Belanja Peralatan
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dan Mesin sebesar Rpl1.704.393.778,00 , Belanja Gedung dan Bangunan sebesar
Rp2.882.588.000,00, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp0,00 , Belanja Aset Tetap
Lainnya sebesar Rp0,00 .
Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp498.275.281,00 , berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 meningkat
sebesar Rp4.088.706.497,00 atau 820,57 persen.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 meningkat disebabkan beberapa hal diantaranya

Yaitl e melakukan

pembangunan dan rehabilitasi gedung Center of Excelent untuk Asessment Center BKD

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2023

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Modal berasal dari

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 86 persen dari Total Belanja Modal.

Dalam realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.586.981.778,00 terdapat
realisasi Belanja Modal BOS sebesar Rp0,00

5.1.2.2.2.1 Belanja Tanah
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dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.704.393.778,00

atau 97,27 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.752.199.093,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain

.......................................................................................... terdapat

bersifat penyediaan dan akan direalisasikan pada tahun 2024

belanja

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

(dalam rupiah):

Kode Rekening

Uraian

Anggaran setelah
Perubahan Tahun

Realisasi Tahun
Anggaran 2023

%

Anggaran 2023 (Audited)

1 2 3 4 > 1203{30)(
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 0 0 0100
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 0 0 0100
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 0 0 0’00
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 0 0 0’00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah 940.031.093 915.764.179 97,42
5.2.02.05.01 T?cglgija Modal Alat Kantor 27.675.000 26.498.250 95,75
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 837.356.093 815.015.929 97'33
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat 75.000.000 74.250.000 99’00
5.2.02.06 BeFI)ZJna}t;a:\/lodal Alat Studio, Komunikasi, dan 549.400.000 535.778.000 97,52

Pemancar
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 510.150.000 500.780.000 98,16
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 39.250.000 34.998.000 89’17
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan 0 0 0,00
Kesehatan
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 0 0 0100
520210 Belanja Modal Komputer 192.768.000 183.076.999 | 94,97
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 179.000.000 170.176.998 95’07
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 13.768.000 12.900.001 93’70
5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 70.000.000 69.774.600 99,68
Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 49




Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 — Audited

Anggaran setelah

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
Anggaran 2023 (Audited)

1 2 3 “ 51:0350)(
5.2.02.11.01 Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi 0 0 0700
5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 70.000.000 69.774.600 99,68
5.2.02.12 Belanja Modal Alat Pengeboran 0 0 0,00
5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, 0 0 0,00

dan Pemurnian

5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 0 0 0700
5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 0 0 0,00
5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 0 0 0,00
5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 0 0 0100
5.2.02.18 Belanja Modal Rambu - Rambu 0 0 0100
5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0 0 0100
5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 0 0 0,00
5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 0 0 0,00

Jumlah 1.752.199.093 1.704.393.778 | 97,27

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp498.275.281,00, berarti realisasi Belanja Peralatan dan Mesin meningkat sebesar
Rp1.206.118.497,00 atau 242,06 persen dibanding Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan

oleh

terdapat

realisasi untuk rehabilitasi gedung dan kantor untuk peralatan pada gedung Center of Excelent

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022,

dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

No Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)
5= ((3-4)/4)
! 2 8 4 x100%
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 0 0 0,00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 0 0 0100
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 0 0 0100
5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 0 0 0,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah 915.764.179 108.436.037 744.52
Tangga ’
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 26.498.250 31.159.000 -14,96
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 815.015.929 77.277.037 954,67
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Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

No Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)

1 2 3 ! o0
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat 74.250.000 0 0,00
5.2.02.06 BeTeelLajt;a:\/lodal Alat Studio, Komunikasi, dan 535.778.000 34.440.000 1.455’69
5.2.02.06.01 PeBr’neT:r::erModal Alat Studio 500.780.000 7.840.000 6.287’50
5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 34.998.000 26.600.000 31,57
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan 0 0 0’00

Kesehatan
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 0 0 0,00
520210 Belanja Modal Komputer 183.076.999 355.399.244 | -48,49
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 170.176.998 259.350.000 _34’38
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.900.001 06.049.244 _86’57
5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi 69.774.600 0 0,00
5.2.02.11.02 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika 69.774.600 0 0,00
5.2.02.12 Belanja Modal Alat Pengeboran 0 0 0’00
5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, 0 0 0’00

dan Pemurnian
5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi 0 0 0’00
5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 0 0 0’00
5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 0 0 0’00
5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 0 0 0’00
5.2.02.18 Belanja Modal Rambu - Rambu 0 0 0’00
5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 0 0 0’00
5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 0 0 0’00
5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 0 0 0’00

Jumlah 1.704.393.778 498.275.281 | 242,06

5.1.2.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.882.588.000,00

atau 93,05 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.097.993.205,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain terdapat

belanja bersifat penyediaan dan akan direalisasikan pada tahun 2024

Rincian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

(dalam rupiah):
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Anggaran setelah

Realisasi Tahun

Kode Rekening Uraian Perubahan Tahun Anggaran 2023 %
Anggaran 2023 (Audited)
1 2 3 4 5 =4/3 x 100%

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.097.993.205 2.882.588.000 93’05

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.097.993.205 2.882.588.000 93’05

5.2.03.02 Belanja Modal Monumen 0 0 0,00

5.2.03.03 Belanja Modal Bangunan Menara 0 0 0,00

5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 0 0 0,00

5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0 0 0,00
Jumlah 3.097.993.205 2.882.588.000 93,05

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran

2022 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Belanja Gedung dan Bangunan meningkat sebesar
Rp2.882.588.000,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 meningkat disebabkan

beberapa hal diantaranya yaitu terdapat realisasi belanja modal untuk rehabilitasi gedung dan

kantor pada gedung Center of Excelent

2022, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran

Realisasi Tahun Realisasi Tahun
No Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022 %
(Audited) (Audited)
5=((3-4)/4)

! 2 8 4 x100%
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.882.588.000 0 0.00
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.882.588.000 0 0.00
5.2.03.02 Belanja Modal Monumen 0 0 0.00
5.2.03.03 Belanja Modal Bangunan Menara 0 0 0.00
5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 0 0 0.00
5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0 0 0.00
Jumlah 2.882.588.000 0 0,00
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5.1.2.2.2.5 Surplus/(Defisi) - LRA

Berdasarkan realisasi Pendapatan — LRA dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023
sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) - LRA Tahun Anggaran 2023
adalah sebesar (Rp72.424.223.919,00), dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Realisasi Tahun Realisasi Tahun
Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022
(Audited) (Audited)
Pendapatan — LRA 2.750.000,00 300.640.000,00
Belanja - LRA 72.429.597.869,00 61.940.413.465,00
Surplus/ (Defisit) - LRA -72.424.223.919,00 -61.639.773.465,00

5.1.2.5 Perhitungan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar
(Rp72.424.223.919,00). Perhitungan Anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan
realisasinya. Jumlah keseluruhan selisih merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA).

Rincian realisasi Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Realisasi Tahun Realisasi Tahun
Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022
(Audited) (Audited)

Kekurangan Pendapatan/Pelampauan — LRA 0,00 0,00
Penghematan Belanja -1.563.732.247,00 9.059.341.015
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran -72.424.223.919,00 -61.639.773.465,00

5.1.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar
(Rp72.424.223.919,00). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi
Pendapatan — LRA, Belanja, dan Pembiayaan Netto tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan

selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 53



Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 — Audited

Berdasarkan Defisit-LRA sebesar (Rp72.424.223.919,00), Realisasi Pembiayaan Netto
sebesar Rp0,00 , maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar
(Rp72.424.223.919,00), dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Realisasi Tahun Realisasi Tahun
Uraian Anggaran 2023 Anggaran 2022
((Audited ) (Audited)

Pendapatan — LRA 5.373.950,00 300.640.000,00
Belanja - LRA 72.429.597.869,00 61.940.413.465,00
Surplus / (Defisit) - LRA -72.424.223.919,00 -61.639.773.465,00
Pembiayaan Netto 0,00 0,00
SILPA -72.424.223.919,00 -61.639.773.465,00

Dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 .

5.1.3 CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan atas Laporan Keuangan Hal. 54



Laporan Keuangan Badan Kepegawaian DaerahTahun 2023 — Audited

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
5.2.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Ringkasan Komposisi Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai

berikut (dalam rupiah):
31 Desember 2023 31 Desember 2022
Uraian
(Audited) (Audited)
Aset Lancar 52.709.000,00 108.653.715,00
Aset Tetap 38.048.238.414,00 9.469.327.774,00
Aset Lainnya 304.540.475,00 304.540.475,00
Jumlah Aset 38.405.487.889,00 9.882.521.964,00
Kewajiban Jangka Pendek 209.055.620,00 261.535.770,00
Jumlah Kewajiban 204.090.786,00 261.535.770,00

Ekuitas

38.196.432.269,00

9.620.986.194,00

Jumlah Ekuitas

38.196.432.269,00

9.620.986.194,00

Jumlah Kewajiban dan
Ekuitas

38.405.487.889,00

9.882.521.964,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.405.487.889,00 terdiri dari Aset Lancar
sebesar Rp52.709.000,00 , Aset Tetap sebesar Rp38.048.238.414,00 dan Aset Lainnya sebesar
Rp304.540.475,00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp209.055.620,00 seluruhnya merupakan
Desember 2023

Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas per 31 sebesar

Rp38.405.487.889,00 .

5.2.2 PENJELASAN PER POS NERACA

5.2.2.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa
kas dan setara kas. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.709.000,00
sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp108.653.715,00 . Hal ini berarti asset lancer
menurun sebesar -Rp55.944.715,00 atau -51,49 persen.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Jenis Aset Lancar 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Audited) (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
Kas di BLUD 0,00 0,00
Kas Lainnya 0,00 0,00
Piutang Pajak Daerah 0,00 0,00
Piutang Retribusi Daerah 0,00 0,00
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Jenis Aset Lancar 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Audited) (Audited)

Piutang Lain-lain Pendapatan 0,00 70.200.000,00

Asli Daerah yang Sah

Piutang Pendapatan Badan

Layanan Umum Daerah

(BLUD)

Bagian Lancar Tagihan 0,00 0,00

Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tuntutan Ganti 0,00 0,00

Kerugian Daerah

Bagian Lancar Piutang Sewa 0,00 0,00

Piutang Lain-lain 0,00 0,00

Penyisihan Piutang 0,00 0,00

Penyisihan Piutang BLUD 0,00 0,00

Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00

Persediaan 52.709.000,00 38.453.715,00

Persediaan BLUD 0,00 0,00
Jumlah 52.709.000,00 108.653.715,00

5.2.2.1.2 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar
Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.200.000,00 .

Rincian Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Audited) (Audited)
temuan BPK atas kelebihan 0 70.200.000
pembayaran belanja perjalanan dinas.
Jumlah 0 70.200.000

5.2.2.1.3 Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
Saldo Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2023 sebesar
Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.14 Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar

Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.5 Bagian Lancar Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
Saldo Piutang Bagian Lancar Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember
2023 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .
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5.2.2.1.6 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.709.000,00 , sedangkan per 31

Desember 2022 sebesar Rp38.453.715,00

Rp14.255.285,00 atau 37,07 persen.

Rincian Persediaan terdiri dari (dalam rupiah):

. Hal ini berarti persediaan meningkat sebesar

Uraian

31 Desember 2023
(Audited)

31 Desember 2022
(Audited)

Barang/perlengkapan yang
digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah

52.709.000

38.453.715,00

Bahan/perlengkapan yang
digunakan dalam proses
produksi

Barang dalam proses produksi
yang dimaksudkan untuk dijual
atau diserahkan kepada
masyarakat

Barang yang disimpan untuk
dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka
kegiatan pemerintah

Jumlah

52.709.000

38.453.715,00

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

31 Desember 2023 31 Desember 2022
NO JENIS PERSEDIAAN (Audited) (Audited)
BARANG PAKAI HABIS 52.709.000 38.453.715
BAHAN 0 0
SUKU CADANG 0 0]
ALAT/BAHAN UNTUK
KEGIATAN KANTOR 52.709.000 38.453.715
1 Alat Tulis Kantor 24.324.000 11.487.015
2 | Kertas Dan Cover 0 0
Bahan Cetak 28.385.000 26.966.700
OBAT-OBATAN 0 0
PERSEDIAAN UNTUK 0 0
DIJUAL/DISERAHKAN
PERSEDIAAN UNTUK
TUJUAN 0 0
STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
NATURA DAN PAKAN 0 0
PERSEDIAAN PENELITIAN 0 0
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31 Desember 2023 31 Desember 2022
NO JENIS PERSEDIAAN (Audited) (Audited)
PERSEDIAAN DALAM 0 0
PROSES
BARANG TAK HABIS PAKAI 0 0]
KOMPONEN 0 0
PIPA 0 0]
BARANG BEKAS DIPAKAI 0 0
KOMPONEN BEKAS DAN 0 0
PIPA BEKAS
JUMLAH PERSEDIAAN 52.709.000 38.453.715
Rekap persediaan menurut jenisnya yaitu sebagai berikut:
No Jenis Persediaan 31 Desemper 2023 31 Desem?er 2022
(Audited) (Audited)
1. | Barang Pakai Habis 52.709.000 38.453.715
- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 52.709.000 38.453.715
Barang Tak Habis Pakai 0 0
Barang Bekas Dipakai 0 0
Jumlah 52.709.000 38.453.715
5.2.2.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.048.238.414,00 , sedangkan per 31
Desember 2022 sebesar Rp9.469.327.774,00 . Hal ini berarti Aset Tetap meningkat sebesar

Rp25.908.502.875,00 atau 273,60 persen.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp
Rp38.048.238.414,00 dan Rp9.469.327.774,00 . Rincian Aset Tetap terdiri dari (dalam

rupiah):
Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Audited) (Audited)
Tanah 29.003.280.000,00 3.393.780.000,00

Peralatan dan Mesin

26.269.156.341,00

24.543.316.403,00

Gedung dan Bangunan

8.931.579.615,00

2.645.732.540,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

205.841.367,00

205.841.367,00

Aset Tetap Lainnya 144.512.055,00 144.512.055,00
Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00
Akumulasi Penyusutan -26.506.130.964,00 -21.463.854.591,00
Jumlah 38.048.238.414,00 9.469.327.774,00
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5.2.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.003.280.000,00 sedangkan per 31
Desember 2022 sebesar Rp3.393.780.000,00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Tanah
meningkat sebesar Rp25.609.500.000,00 atau 754,60 persen.

5.2.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.269.156.341,00 sedangkan
per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.543.316.403,00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap
Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp1.725.839.938,00 atau 7,03 persen.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No Jenis Saldo Akhir Saldo Awal Mutasi Saldo AKhir
2022 2023 Tambah Kurang 2023
1 Alat Besar
2 Alat Angkutan 7.742.295.285,00
2.1 Alat Angkutan Darat 7.742.295.285,00 7.742.952.85,00 | 392.026.200,00 | 397.710.000,00 | 7.736.611.485,00
Bermotor
3 Alat Bengkel dan
Alat Ukur
4 Alat Pertanian
5 Alat Kantor dan 7.962.703.566,00 7.962.703.566,00 943.027.381,00 8.905.730.947,00
Rumah Tangga
5.1 Alat Kantor. 3.684.753.112,00 | 3.684.753.112,00 29.970.000,00 0,00 3.741.723.112,00
52 Alat Rumah Tangga 3.812.904.854,00 3.812.904.854,00 106.784.000,00 0,00 3.919.688.854,00
5.3 Meubelair 465.045.600,00 465.045.600,00 806.273.381,00 1.271.891.950,00
6 Alat Studio, 1.809.593.420,00 | 1.809.593.420,00 | 543.250.864,00 2.352.845.284,00
Komunikasi dan
Pemancar
6.1 Alat Studio. 1.278.700.470,00 1.278.700.470,00 508.252.864,00 1.786.953.334,00
6.2 Alat Komunikasi 530.892.950,00 530.892.950,00 34.998.000,00 565.891.950,00
7 Alat Kedokteran 68.596.000,00 68.596.000,00 68.596.000,00
dan Kesehatan
7.2 Alat Kesehatan 68.596.000,00 68.596.000,00 68.596.000,00
Umum
8 Alat Per-senjataan 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00
8.1 Persenjataan Non 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00
Senjata Api
9 Komputer 8.219.439.839,00 | 8.219.439.839,00 224.729.136,00 8.444.168.975,00
92 Komputer Unit 6.064.862.803,00 6.064.862.803,00 224.729.136 6.289.591.939,00
92 Peralatan Komputer 2.154.577.036,00 2.154.577.036,00 2.154.577.036,00
10 Rambu - Rambu
11 Peralatan Olah
Raga

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
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Saldo Awal 24.543.316.403,00

Penambahan:

Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*) 1.704.393.778,00

Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD) 438.163.950,00

Pengembangan (Kapitalisasi) 101.000.000,00

Koreksi Pencatatan

Jumlah Penambahan 2.143.299.938,00

Pengurangan:

Penghapusan

Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD) 417.460.000,00

Koreksi Pencatatan

Jumlah Pengurangan 417.460.000,00
Jumlah Per 31 Des 2023 26.269.156.341,00

(*) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan

Mesin sebesar Rp1.725.839.938,00 berasal dari:

1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun 2023 Anggaran adalah
sebagai berikut (dalam rupiah):

Kodering Uraian 31 Desember 2023
5.2.02 BM Peralatan dan Mesin 1.704.393.778,00
Jumlah Belanja 1.704.393.778,00

2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun
Anggaran 2023 yang menjadi BM Peralatan dan Mesin, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Kodering Uraian 31 Desember 2023
5.2.01 BM Tanah
5.2.03 BM Gedung dan Bangunan 101.000.000,00

5.2.04 BM Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.2.05 BM Aset Tetap Lainnya
5.2.06 BM Aset Lainnya

Jumlah Belanja

3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal PM pada LRA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi
persediaan sebesar Rp0,00 .

4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran
2023 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah)

Kodering Uraian 31 Desember 2021
523 BM Tanah
523 BM Gedung dan Bangunan
523 BM Jalan, Irigasi dan Jaringan
523 BM Aset Tetap Lainnya
523 BM Aset Lainnya
523 Persediaan
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Kodering Uraian 31 Desember 2021
523 Aset Tak Berwujud

Jumlah Belanja

5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .

6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap
Peralatan dan Mesin sebesar Rp100.257.790,00 .

Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan

adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar

Rp100.257.790,00 dan terdapatnya penambahan Peralatan dan Mesin yang tidak dipengaruhi

oleh belanja modal.

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui

transaksi mutasi/hibah masuk dari perangkat daerah di provinsi jawa barat

5.2.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.931.579.615,00 sedangkan

per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.645.732.540,00 . Hal ini berarti Gedung dan Bangunan

meningkat sebesar Rp6.285.847.075,00 atau 136,16 persen.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

. Saldo Akhir Saldo Awal Mutasi .
No Jenis 2022 2023 Tambah Kurang Saldo Akhir 2023
1 ?(Ca(:lli:;g 2.645.732.540,00 2.645.732.540,00 6.285.847.075,00 0,00 8.931.579.615,00
Jumlah 2.645.732.540,00 2.645.732.540,00 6.285.847.075,00 0,00 8.931.579.615,00

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal 2.645.732.540,00
Penambahan:

Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (*) 2.683.498.000,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD) 3.602.349.075,00

Pengembangan (Kapitalisasi)

Koreksi Pencatatan

Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi
Masuk)

Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)

Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah

Aset Tetap dari BTT

Jumlah Penambahan 6.285.847.075,00
Pengurangan:

Penghapusan

Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)

Koreksi Pencatatan

Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi
Keluar)

Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)

Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah

Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT
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Jumlah Pengurangan 0,00
Jumlah Per 31 Des 2023 8.931.579.615,00

(*) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Aset Tetap Gedung dan
Bangunan Sebesar Rp2.683.498.000,00 berasal dari:

1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2023 adalah
sebagai berikut (dalam rupiah):

Kodering Uraian 31 Desember 2023
52.3 BM Gedung dan Bangunan 2.882.588.000,00
Jumlah Belanja 2.882.588.000,00

2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun
Anggaran 2023 yang menjadi BM Gedung dan Bangunan, yaitu berasal dari (dalam

rupiah):
Kodering Uraian 31 Desember 2023
523 BM Tanah
523 BM Peralatan dan Mesnin
523 BM Jalan, Irigasi dan Jaringan
523 BM Aset Tetap Lainnya
5223 BM Aset Lainnya
Jumlah Belanja

3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran
2023 yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .

4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran
2023 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah):

Kodering Uraian 31 Desember 2023
5.23 BM Tanah
523 BM Peralatan dan Mesnin 101.000.000,00
5.23 BM Jalan, Irigasi dan Jaringan
523 BM Aset Tetap Lainnya
523 BM Aset Lainnya
523 Persediaan
523 Aset Tak Berwujud
Jumlah Belanja 101.000.000,00

5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .

6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung
dan Bangunan sebesar Rp98.090.000,00 .

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan

adanya :

1. Adanya penerimaan dari Perangkat Daerah lain, yaitu BP2D Provinsi Jawa Barat sebesar

Rp3.602.349.075,00 berupa gedung dan bangunan jl. Tubagus ismail
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2. Adanya realisasi belanja modal gedung bangunan yang tidak dikapitalisasi menjadi aset

tetap yang bersangkutan sebesar Rp1999.090.000,00

5.2.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp205.841.367,00 ,
sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp205.841.367,00 .

Hal ini berarti nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan sebesar 0,00 persen
dibandingkan tahun 2022.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

N Jeni Saldo Akhir Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
° enis 2022 2023 Tambah Kurang 2023
1 Jalan, Irigasi 205.841.367,00 205.841.367,00 0,00 0,00 205.841.367,00
dan Jaringan
Jumlah 205.841.367,00 205.841.367,00 0,00 0,00 205.841.367,00

5.2.2.2.5 Aset Tetap Lainnya
Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.512.055,00 , sedangkan per
31 Desember 2022 sebesar Rp144.512.055,00 .

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No Jenis Saldo AKhir Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
! 2022 2023 Tambah Kurang 2023
1 Aset Tetap 144.512.055,00 144.512.055,00 0,00 0,00 144.512.055,00
Lainnya
Jumlah 144.512.055,00 144.512.055,00 0,00 0,00 144.512.055,00

5.2.2.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan
Nilai Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31
Desember 2022 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan jumlah total akumulasi penyusutan dari Aset Tetap, yang
terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi,
dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023
sebesar  (Rp26.506.130.964,00) sedangkan Per 31 Desember 2022 sebesar
(Rp21.463.854.591,00). Hal ini Akumulasi Penyusutan berarti menurun sebesar -
Rp5.042.276.373,00 atau 80,97 persen.
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Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp26.506.130.964,00) dari Total
Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp38.048.238.414,00 .

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 (dalam rupiah):

Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Audited) (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 21.323.469.988 20.019.009.993
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 4.996.485.098 1.275.655.212
Ak_umula81 Penyusutan Jalan, Irigasi dan 99986424 29.694.336
Jaringan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 86.189.454 79.495.050
Jumlah 26.506.130.964 21.463.854.591

5.2.2.3 Aset Lainnya
Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023
Desember 2020 sebesar Rp304.540.475,00 .

sebesar Rp304.540.475,00 sedangkan per 31

Aset Lainnya terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Audited) (Audited)
Aset Tak Berwujud 145.500.000,00 145.500.000,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

-145.500.000,00

-145.500.000,00

Aset Lain-Lain

3.508.083.848,00

3.508.083.848,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

-3.203.543.373,00

-3.203.543.373,00

Jumlah

304.540.475,00

304.540.475,00

5.2.2.3.1Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp145.500.000,00 sedangkan per
31 Desember 2022 sebesar Rp145.500.000,00 .ss

Rincian Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

31 Desember 2023 31 Desember 2022

Uraian (Audited) (Audited)
Software 145.500.000 145.500.000
Jumlah 145.500.000 145.500.000

5.2.2.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar
(Rp145.500.000,00) sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp145.500.000,00).
5.2.2.3.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.508.083.848,00 sedangkan per 31
Desember 2022 sebesar Rp3.508.083.848,00 .

Aset Lain-lain terdiri dari (dalam rupiah):
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Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Audited) (Audited)
Aset Tetap dalam Pengajuan Penghapusan 3.508.083.848,00 3.508.083.848,00
Jumlah 3.508.083.848,00 3.508.083.848,00

5.2.2.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar

(Rp3.203.543.373,00) sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.203.543.373,00).

5.2.2.4 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp209.055.620,00 sedangkan per 31 Desember
2022 sebesar Rp261.535.770,00 . Hal ini berarti menurun sebesar -Rp57.444.984,00 atau -
21,96 persen.

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp209.055.620,00 seluruhnya merupakan
Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.2.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp209.055.620,00 ,sedangkan per
31 Desember 2022 sebesar Rp261.535.770,00 . Hal ini berarti kewajiban jangka pendek
menurun sebesar -Rp52.480.150,00 atau -20,07 persen.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Audited) (Audited)
Pendapatan Diterima Dimuka 173.769.167,00 231.905.763,00
Utang Belanja 35.286.453,00 29.630.007,00
Jumlah 209.055.620,00 261.535.770,00

5.2.2.4.2Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang kepada pihak ketiga yang timbul
dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh
entitas yang bersangkutan.

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00
sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .
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5.2.2.4.3Pendapatan Diterima Dimuka
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp173.769.167,00
sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp231.905.763,00 .

5.2.2.4.4 Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.286.453,00 sedangkan per 31
Desember 2022 sebesar Rp29.630.007,00 . Hal ini berarti utang belanja meningkat sebesar
Rp5.656.446,00 atau 19,09 persen.

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.286.453,00 tersebut merupakan belanja

listrik, air, dan telepon.

5.2.2.4.5 Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan per
31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 . Hal ini berarti Utang Jangka Pendek Lainnya tidak

mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2022.

5.2.2.5 Ekuitas

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31
Desember 2023 sebesar Rp38.196.432.269,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar
Rp9.620.986.194,00 . Hal ini berarti ekuitas meningkat sebesar Rp28.575.446.075,00 atau
297,01 persen.

5.23 CATATAN PENTING LAINNYA
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5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (disajikan
dalam rupiah):

Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022

Uraian (Audited) (Audited)
Pendapatan-LO 64.951.950,00 62.328.000,00
Beban 69.691.304.531,00 63.124.874.500,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional -69.626.352.581,00 -63.062.546.500,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0,00
Pos Luar Biasa 0,00 0,00
Surplus/(Defisit)-LO -69.626.352.581,00 -63.062.546.500,00

Jumlah Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.951.950,00 yang semuanya
smerupakan Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar
Rp0,00, Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp2.750.000,00 , dan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp62.201.950,00 .

Jumlah Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp69.691.304.531,00 terdiri dari Beban
Pegawai sebesar Rp41.720.418.467,00 , Beban Persediaan sebesar Rp3.945.354.478,00 ,
Beban Jasa sebesar Rp12.074.082.122,00 , Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.375.732.662,00 ,
Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp8.808.980.963,00 , Beban Hibah sebesar Rp0,00 , Beban
Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 , Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar
Rp1.666.478.049,00 , Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00 , Beban Transfer Rp0,00 dan
Beban Lain-lain sebesar Rp100.257.790,00 . Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional
sebesar Rp0,00 , dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 .Pos Luar Biasa
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 . Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar
(Rp72.299.384.296,00) diperoleh dari Pendapatan-LO sebesar Rp62.328.000,00 dikurangi
dengan Beban sebesar Rp72.361.712.296,00 ditambah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non
Operasional sebesar Rp0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 .

5.3.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.2.1 Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
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periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi
Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas
tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam
bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi

Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi
juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.951.950,00 adalah sebagai

berikut (dalam rupiah):
Uraian Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
(Audited) (Audited)
Pendapatan-LO 64.951.950,00 62.328.000,00
Pendapatan Asli Daerah-LO 64.951.950,00 62.328.000,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp62.328.000,00 , realisasi Pendapatan-LO mengalami kenaikan dibanding Tahun Anggaran
2022 sebesar 4,21 persen.

5.3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp64.951.950,00 .
Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp62.328.000,00 , berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO mengalami kenaikan
sebesar Rp2.623.950,00 atau 4,21 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran
Uraian
(Audited) 2022 (Audited)

Pendapatan Retribusi Daerah-LO 2.750.000,00 2.750.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- 62.201.950,00 59.578.000,00
LO

Jumlah 64.951.950,00 62.328.000,00

5.3.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan yang diperoleh dari kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
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Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi
juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember
2023 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau -
persen dari total Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp64.951.950,00 .
Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tidak mengalami perubahan
sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

5.3.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan yang berasal dari Pungutan Pemerintah
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar
Rp2.750.000,00 dari total Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp64.951.950,00 .
Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.750.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan sebesar
Rp0,00 atau 0,00persen .

5.3.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO adalah pendapatan yang
berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD dan BUMN.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran
2023 adalah sebesar Rp0,00 .

5.3.2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO
Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan kelompok penerimaan yang
tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan

Retribusi Daerah-LO, maupun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
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Dipisahkan-LO.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2023 adalah
sebesar Rp62.201.950,00 dari total Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp64.951.950,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO
Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp59.578.000,00 , berarti realisasi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp2.623.950,00 atau 4,21 persen
dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO adalah sebagai berikut

(dalam rupiah):
Uraian Tahun Anggaran 2023 Tahun Angg.aran 2022
(Audited) (Audited)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 62.201.950,00 59.578.000,00
Dipisahkan-LO
Jumlah 62.201.950,00 59.578.000,00
5.3.2.2 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan
hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Realisasi Beban Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp69.691.304.531,00 terdiri dari

(dalam rupiah):
Uraian Tahun Angg.aran 2023 Tahun Angg.aran 2022
(Audited) (Audited)
Beban Pegawai 41.720.418.467,00 37.974.994.564,00
Beban Persediaan 3.945.354.478,00 3.043.754.504,00
Beban Jasa 12.074.082.122,00 12.939.822.546,00
Beban Pemeliharaan 1.375.732.662,00 890.481.799,00
Beban Perjalanan Dinas 8.808.980.963,00 6.496.688.385,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.666.478.049,00 1.772.223.942,00
Beban Lain-lain 100.257.790,00 6.908.760,00
Jumlah 69.691.304.531,00 63.124.874.500,00

Berikut ini disajikan komposisi realisasi masing-masing jenis Beban terhadap realisasi total

Beban:
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Komposisi Realisasi Beban TA.2023

_ Beban Hibah ; 0%

Beban Penyusutan dan Amortisasi ; 2%
|

Beban Perjalanan Dinas ; 12% Beban Penyisihan Piutang ; 0%

Beban Lain-lain ; 0%

Beban Pemeliharaan ; 6%,

Beban Jasa ; 17% |
Beban Pegawai; 58%

Beban Persediaan ; 5%

5.3.2.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.720.418.467,00 apabila
dibandingkan dengan Realisasi Beban pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp37.974.994.564,00 , maka realisasi beban pegawai meningkat sebesar Rp3.745.423.903,00
atau 9,86 persen.

Rincian Objek Beban Pegawai adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
(Audited) (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan 9.133.195.930,00 8.552.596.686,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS 32.587.222.537,00 29.422.397.878,00
Jumlah 41.720.418.467,00 37.974.994.564,00

5.3.2.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.945.354.478,00 ,
Apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp3.043.754.504,00 , berarti realisasi Beban Persediaan sebesar meningkat sebesar
Rp901.599.974,00 atau 29,62 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Objek Beban Persediaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
(Audited) (Audited)
Beban Barang Pakai Habis 3.498.166.978 2.636.089.504,00
Beban Uang/Barang yang Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 447.187.500 407.665.000,00
Jumlah 3.945.354.478 3.043.754.504,00
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5.3.2.2.3 Beban Jasa
Realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp12.074.082.122,00 , apabila
dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp12.939.822.546,00 , berarti realisasi Beban Jasa menurun sebesar (Rp865.740.424,00) atau
-6,69 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.
Rincian Objek Beban Jasa adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022

Uraian
(Audited) (Audited)

Beban Jasa Kantor 8.908.959.763,00 9.036.328.411,00
Beban Premi Asuransi 40.250.959,00 128.744.135,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin 1.317.995.000,00 1.369.110.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan 91.500.000,00 128.320.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi 40.484.900,00 49.034.000,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi = 98.200.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS 963.250.000,00 1.779.616.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 686.641.500,00 350.470.000,00
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
Beban Jasa Yang Diberikan kepada pihak 25.000.000 -
ketiga/pihak lain/masyarakat

Jumlah 12.074.082.122,00 12.939.822.546,00

5.3.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.375.732.662,00 ,
apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp890.481.799,00 , berarti realisasi Beban Pemeliharaan meningkat sebesar
Rp485.250.863,00 atau 1,54 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Objek Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
Tahun Anggaran 2023  Tahun Anggaran 2022

Uraian
(Audited) (Audited)
Beban Pemeliharaan Tanah 178.817.250 -
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 586.040.000 426.735.437,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 512.785.412 463.746.362,00

Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi = -
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Tahun Anggaran 2023  Tahun Anggaran 2022

Uraian
(Audited) (Audited)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - -
Beban Modal yang Tidak Dikapitalisasi yang 98.090.000 -
merupakan Pemeliharaan
Jumlah 1.375.732.662,00 890.481.799,00

5.3.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.808.980.963,00 ,
apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp6.496.688.385,00 , berarti realisasi Beban Perjalanan Dinas meningkat sebesar
Rp2.312.292.578,00 atau 35,59 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022

Uraian
(Audited) (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.727.242.363 6.496.688.385,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri 81.738.600 0,00
Jumlah 8.808.980.963,00 6.496.688.385,00

5.3.2.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar
Rp1.666.478.049,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan
Amortisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.772.223.942,00 , berarti realisasi Beban
Penyusutan dan Amortisasi menurun sebesar (Rp105.745.893,00) atau -5,97persen dibanding
Tahun Anggaran 2022.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
Uraian
(Audited) (Audited)
I Beban Penyusutan
1. Peralatan dan Mesin 1.531.010.746 1.649.846.874
2. Gedung dan Bangunan 118.480.811 105.390.576
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 10.292.088 10.292.088
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No Uraian Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
(Audited) (Audited)
4.  Aset Tetap Lainnya 6.694.404 6.694.404
5. Aset Lain-Lain 0 0
Jumlah Beban Penyusutan 1.666.478.049 1.772.223.942
II Beban Amortisasi
Aset Tidak Berwujud 0 0
Jumlah Beban Amortisasi 0 0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.666.478.049 1.772.223.942

5.3.2.2.7 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp100.257.790,00 , apabila
dibandingkan dengan realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp6.908.760,00 , berarti realisasi Beban Lain-lain meningkat sebesar Rp93.349.030,00 atau
1.351,17 persen.

Rincian Objek Beban Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
(Audited) (Audited)
Aset Tetap Ekstrakomptabel 100.257.790,00 5.249.310,00
Koreksi Kapitalisasi Pemeliharaan Jaringan - 1.659.450,00
Jumlah 100.257.790,00 6.908.760,00

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan realisasi Pendapatan-LO dan realisasi Beban Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran
2023 adalah sebesar (Rp69.626.352.581,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
(Audited) (Audited)
Pendapatan-LO 64.951.950,00 62.328.000,00
Beban 69.691.304.53100 63.124.874.500,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional -69.628.976.531,00 -63.062.546.500,00

5.3.24 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp0,00 berasal dari Surplus Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Defisit Operasional sebesar
Rp0,00 .
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5.3.2.3 Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Operasional, dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional. Dari realisasi
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar
(Rp69.626.352.581,00) dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , maka realisasi Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa
Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar (Rp69.626.352.581,00).

5.3.24 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan akun untuk menyajikan pendapatan atau beban luar biasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan
rutin atau sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Untuk Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa.

5.3.2.5 Surplus/(Defisit)-LLO

Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional,
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Realisasi
Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00), berasal dari
(dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran 2023  Tahun Anggaran 2022

(Audited)

(Audited)

Pendapatan-LO

62.951.950,00

62.328.000,00

Beban

69.691.304.531,00

63.124.874.500,00

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional -69.626.352.581,00 (63.062.546.500,00 )
Surplus dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0
Defisit dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 0,00 0
Pos Luar Biasa 0,00 0
Surplus/(Defisit)-LO -69.626.352.581,00 (63.062.546.500,00 )

5.3.3 CATATAN PENTING LAINNYA
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5.4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.2 PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas Awal;

b) Surplus/Defisit-LO pada Periode bersangkutan;

c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari
dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan

d) Koreksi kesalahan mendasar, seperti:
(1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
(2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

e) Ekuitas Akhir

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut
(disajikan dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
(Audited) (Audited)
Ekuitas Awal 9.620.986.194,00 10.736.403.918,57
Surplus/(Defisit)-LO (69.626.352.581,00) -63.062.546.500,00
RK PPKD 72.424.223.919,00 61.639.773.465,00
RA PPKD (Nilai Perolehan) 29.232.553.025,00 -2.022.933.960,14
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) (3.431.211.382,00) 1.971.958.102,69
Ekuitas (23.766.906,00) 358.331.167,01
Ekuitas Akhir 38.196.432.269,00 9.620.986.193,13

Ekuitas Akhir Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp38.196.432.269,00 terdiri dari:

1. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.620.986.194,00 .
2. Surplus/Defisit—-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00).

3. RK PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.424.223.919,00 .
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4. RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.232.553.025,00 .
5. RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp3.431.211.382,00)
6. Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp23.766.906,00) .

7. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.196.432.269,00 .

5.4.3 PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
5.4.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp9.620.986.194,00 . Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir dari Ekuitas Tahun Anggaran 2022
Audited.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp10.736.403.918,57 , berarti realisasi Ekuitas Awal menurun sebesar (Rp1.115.417.725,44)
atau -10,39persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

5.4.3.2 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit}-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00). Akun ini
dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/(Defisit)-LO.

Surplus/Defisit—-LO Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar
(Rp69.626.352.581,00).  Sedangkan  pada  Tahun  Anggaran 2022  sebesar
(Rp63.062.546.500,00). Hal ini berarti Apabila dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO
Tahun Anggaran 2023 Surplus/(Defisit)-LO Badan Kepegawaian Daerah menurun
sebesar (Rp6.563.806.081,00) atau 1,104 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

5.4.3.3 RK PPKD

RK PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi kas antar entitas (PPKD dan OPD). RK
PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.424.223.919,00 .

5.4.3.4 RA PPKD
RA PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi aset tetap antar entitas (PPKD dan OPD).

Saldo RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun 2023 terdiri atas penerimaan/mutasi masuk barang
dan pengeluaran/mutasi keluar barang sebesar Rp29.232.553.025,00 serta Saldo RA PPKD
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(Akumulasi Penyusutan) yang berupa nilai akumulasi penyusutan dari nilai aset tersebut

sebesar (Rp3.431.211.382,00)

5.4.3.5 EkKkuitas
Akun ekuitas menunjukkan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022
(Audited) (Audited)

Koreksi Piutang 0,00 6.406.237,00
Pendapatan Diterima Dimuka (1.441.404,00) 0,00
Koreksi Nilai Persediaan 0,00 157,06
Koreksi Nilai Aset Tetap 0,00 118,99
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 55.413.058,00 356.049.666,62
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain 0,00 11,08
Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 0,00 -4.125.000,00
Koreksi Utang Belanja (7.538.560,00) -23,74
Koreksi Pendapatan-Lo (70.200.000,00)
Koreksi BDD 0,00 0,87

Jumlah (23.766.906,00) 358.331.167,88

Koreksi ekuitas ini disebabkan oleh :

1. Adanya perubahan masa umur ekonomis pada aset Peralatan dan Mesin

2. Koreksi Kurang Catat Saldo Pendapatan Diterima Di Muka Manfaat Tahun 2022 Audited
31 Des 2023

3. Koreksi Pengakuan Utang BPJS Audited 31 Des 2023

4. Pelunasan Piutang Pengembalian Audited 31 Des 2023

5.4.3.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp38.196.432.269,00 . Nilai Ekuitas ini merupakan nilai yang disajikan sebagai akun Ekuitas
di Neraca per 31 Desember 2023.
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Hal ini Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp9.620.986.193,13 , Ekuitas Akhir Badan Kepegawaian Daerah meningkat  sebesar
Rp28.575.446.075,00 atau 297,01 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

5.44 CATATAN PENTING LAINNYA
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BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN BKD

6.1 DOMISILI

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 yang beralamat di Jalan

Ternate Nomor 2, Kota Bandung

6.2 DASAR HUKUM LANDASAN OPERASIONAL

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan
operasionalnya di bidang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

6.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat. Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian, meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta
penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan
dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat dan

melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan

Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :



a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang
kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

b. penyelenggaran perencanaan yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi;

c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis Badan;

d. penyelenggaraan administrasi Badan;

e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan

f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

6.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah  berdasarkan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2022 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Barat adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Barat

KEPALA
- BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
H. SUMASNA, ST, MUM
SEKRETARIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
ROBY BUDIMAN S.H., M.H.
Kepala Sub Bagian
Tata Usaha
ENNY RUSTINI, SE., MM
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi P Aparat Kinerja Aparatur

dan Informasi Kepegawaian dan Penghargaan
AHMAD NURHIDAYAT, S.E.M.KOM HERMIN WIJAYA, S.T., M.Kom ANITA Loh OKY. $.5TP.,M.A.P.

S.5TP., M.M.

Kelompok Jabatan
Fungsional
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BAB VII

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1.

Neraca Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2023 menunjukkan jumlah Aset
sebesar Rp38.405.487.889,00 Kewajiban sebesar Rp209.055.620,00 dan Ekuitas sebesar
Rp38.196.432.269,00 ;

. Realisasi APBD Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2023 menunjukkan

Pendapatan-LLRA berjumlah Rp5.373.950,00 atau 195,42 persen dari anggaran yang telah
ditetapkan sebesar Rp2.750.000,00 dan Belanja berjumlah Rp72.429.597.869,00 atau
97.89 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp73.993.330.116,00 . Dengan
demikian, terdapat (Defisit)-LRA antara Pendapatan-LRA dan Belanja sebesar
(Rp72.424.223.919,00);

. Pada Laporan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Tahun  Anggaran 2023

terdapat Pendapatan-L.O sebesar Rp64.951.950,00 , Beban sebesar Rp69.691.304.531,00
dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 sehingga (Defisit)-
LO sebesar (Rp69.626.352.581,00);

. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Tahun

Anggaran 2023 sebesar Rp9.620.986.194,00 dan Ekuitas Akhir sebesar
Rp38.196.432.269,00

Bandung, 21 Mei 2024
; Badan Kepegawaian Daerah

KE PEGA\NA{
DAER U’«

s v ran Pt

St imasna, ST., MUM
' Pembina Utama Madya
“NIP. 19681216 199803 1 003
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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Badan Kepegawaian Daerah

DAFTAR PERSEDIAAN
31 Desember 2023

NO NodsAkun DFRAAN sn.no;sg::smm sn.no:” DES 2022 R
1 2 3 4
1.1.12.01 BARANG PAKAI HABIS 52.709.000 38.453.715)
1.1.12.01.01 BAHAN o 0
1 (1.1.12.01.01.0001 Bahan Bangunan Dan Konstruksi 0
2 [1.1.12.01.01.0002 Bahan Kimia 0 0
3 . Bahan Peledak 0 0
4 [111201010004 Bahan Bakar Dan Pelumas o o
5 [1.1.12.01.01.0005 Bahan Baku 0 0
6 [1.1.12.01.01.0006 Bahan Kimia Nuidic 0 0
7 |1.1.12.01.01.0007 Barang Dalam Proses o| 0
8 |1.1.12.01.01.0008 Bahan/Bibit Tanaman 0 [
9 (1.1.12.01.01.0009 Isi Tabung Pemadam Kebakaran 0 0
10 [1.1.12.01.01.0010 Isi Tabung Gas 0 o
11 [1.1.12.01.01.0011 Bahan/Bibit Ternak/Bibit lkan 0 0
12 [1.1.12.01.01.0012 Bahan Lainnya 0 0
1.1.12.01.02 SUKU CADANG 0 0
1 [1.1.12.01.02.0001 Suku Cadang Alat Angkutan o 0
2 [1.1.12.01.02.0002 Suku Cadang Alat Besar 0 0
3 [1.1.12.01.02.0003 Suku Cadang Alat Kedokteran 0 0
4 (111201020004 Suku Cadang Alat Laboratorium o o
5 |1.1.12.01.02.0005 Suku Cadang Alat Pemancar 0 0
6 |[1.1.12.01.02.0006 Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi 0 o
7 |1.1.12.01.02.0007 Suku Cadang Alat Pertanian o o|
8 [1.1.12.01.02.0008 Suku Cadang Alat Bengkel 0 0
9 [ Suku Cadang Alat Persenjataan 0 0
10 [1.1.12.01.02.0010 Persediaan Dari Belanja B Sosial 0 0
11 |1.1.12.01.02.0011 Suku Cadang Lainnya 0 0
1.1.12.01.03 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR 52.709.000 38.453.715
1 [1.1.12.01.03.0001 Alat Tulis Kantor 24.324.000 11.487.015
2 [1.1.12.01.03.0002 Kertas Dan Cover 0 0
3 [1.1.12.01.03.0003 Bahan Cetak 28.385.000 26.966.700
4 [1.1.12.01.03.0004 Benda Pos 0
5 |1.1.12.01.03.0005 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 0 0
6 [1.1.12.01.03.0006 Bahan Komputer 0 0
7 [1.1.12.01.03.0007 Perabot Kantor of of
8 [1.1.12.01.03.0008 Alat Listrik o 0
9 [1.1.12.01.03.0009 Perlengkapan Dinas 0 0
10 {1.1.12.01.03.0010 Kaporiap Dan Perlengkapan Satwa 0 0
11 [1.1.12.01.03.0011 Perlengkapan Pendungkung Olah Raga 0 0
12 |1.1.12.01.03.0012 Suvenir/Cendera Mata 0 0
13 [1.1.12.01.03.0013 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0 0
1.1.12.01.04 OBAT-OBATAN 0 0
1 [1.1.12.01.04.0001 Obat 0 0
2 [1.1.12.01.04.0002 Obat-Obatan Lainnya o 0
1.1.12.01.05 PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN 0 o
1 [1.1.12.01.05.0001 Persediaan Untuk Dijual/D Kepada Masy 0 0
2 [1.1.12.01.05.0002 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 0 0
1.1.12.01.06 PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA 0 of
1 11.1.12.01.06.0001 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga 0 0
2 [1.1.12.01.06.0002 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya 0 0
1.1.12.01.07 NATURA DAN PAKAN 0 0
1 [1.1.12.01.07.0001 Natura 0 0
2 |1.1.12.01.07.0002 Pakan 0 0
3 [1.1.12.01.07.0003 Natura Dan Pakan Lainnya 0 0
1.1.12.01.08 PERSEDIAAN PENELITIAN 0 0
1 [1.1.12.01.08.0001 Persediaan Penelitian Biologi 0 0
2 [1.1.12.01.08.0002 Persediaan Penelitian Biologi Lainnya 0 0
3 [1.1.12.01.08.0003 Persediaan Penelitian Teknologi 0 0
4 [1.1.12.01.08.0004 Persediaan Penelitian Lainnya of o|




NO | Kode Akum URAAN SALDO PERSEDIAAN PER | SALDO PRRSEDIAM PER
1.1.12.01.09 PERSEDIAAN DALAM PROSES 0 0

1 [1.1.12.01.09.0001 Persediaan Dalam Proses 0 0
2 /1.1.12.01.09.0002 Persediaan Dalam Proses Lainnya 0 0
1.1.12.02 BARANG TAK HABIS PAKAI 0 o
1.4.42.02.01 KOMPONEN o °

1 ]1.1.12.02.01.0001 Komponen Jembatan Baja 0 0
2 |1.1.12.02.01.0002 P F 0 0
3 [1.1.12.02.01.0003 Komponen Peralatan 0 0,
4 ]1.1.12.02.01.0004 Komponen Rambu-Rambu 0 0
5 11.1.12.02.01.0005 Attachment 0 0
6 |1.1.12.02.01.0006 Komponen Lainnya 0 [
1.1.12.02.02 PIPA 0 0

1 [1.1.12.02.02.0001 Pipa Air Besi Tuang (Dci) 0 0|
2 {1.1.12.02.02.0002 Pipa Asbes Semen (Acp) 0 0
3 [1.1.12.02.02.0003 Pipa Baja 0 0
4 1.1.12.02.02.0004 Pipa Beton Pratekan 0 0
5 |1.1.12.02.02.0005 Pipa Fiber Glass 0 0
6 11.1.12.02.02.0006 Pipa Plastik Pvec (Upvc) Q 0
7 1.1.12.02.02.0007 P I P A Lainnya 0 0
1.1.12.03 BARANG BEKAS DIPAKAI 0 0
1.1.12.03.01 KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS LAINNYA 0 0

1 [1.1.12.03.01.0001 Komponen Bekas 0 0
2 |1.1.12.03.01.0002 Pipa Bekas 0 0
3 |1.1.12.03.01.0003 Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya 0 0
JUMLAH PERSEDIAAN 52.709.000 38.453.715
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LAMPIRAN 11
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN DAFTAR ASET LAINNYA
31 Desember 2023

URAIAN SALDOANAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDOAKIIR
01-Jan-2023 31-Des-2023
2 3 P s §=(3¢4-5)
ASET TIDAK BERWUIUD
145.500.000,00 0,00 0,00 145.500.000,00
1s0 o0 om0 ™ o
Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Jurniah Aset Tidak Berwujud 145.500.000,00 0,00 0,00 145.500.000,00
ASET LAIN- LA 3.508.083.848,00
| sumiah Aset lain - lain 3.608.083.848,00 0,00 0,00 3.508.083.848,00
ToTAL 3.653.583.348.00 om0 om0 3553.583.508.90
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

31 Desember 2023
PENDAPATAN DITERIMA | PENDAPATAN LRA PER Dimuka Per LRATA 2023 | ooy DAPATAN DITERIMA
FatsRanmine Uralan DIMUKA PER 31-Des-2022 31-Des-2023 31-Des-2022 VANG MENIIDLWAK TAHUN | DIMUKA PER 31-Des-2023
| (mantaat Untuk Tahun 2023)
. s L] 7 S=4+5
BIIVIST S3s00 S22 %5800 275005000 IB.78.167 |
j4.1 01 9 20 | A5 Sepuecta Moo - Motor #ods Owa - - #
4.1.01.01.10.0001 |PRB Sapeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi S =
4.1.01.01.10.0002 immwmum -
4.1.01.01.10.0003 WMMMMM‘ - &
4.1.01.01.10.0004 ”&*uﬁ&.ﬁ-“mmm - -
Ja1onm 31 P05 Seprta Mutos - Segria Mitor Rors Taps.
p4.1 90 0511 S wwh"’_
|4.1.0100 110003  Muoton- Sepeda Mot Boda Tga Pomermtab st - =
4.1.01.01.11.0004 | PKB-Sepeda Motor- ‘Motor Roda Daerah - >
4.1.01.01.12 PKB-Kendaraan Bermotor i Air - - - - -
4.1.01.01.12 0001 mmuw-w - -
j4.1. 91 90 2 9000 = .
}5.1.00 00 X2 0003 | M et azn Servetor yang Deaperaulan O Ax Permeretan Aot -
4100 01 12 0008 m_ﬂmﬂ&_ﬂu - »
$.1.01.01.13 | PKB-Kendarsen Khusus Alst Berat/Alst Beser - = - - =
_ngm | PXB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi - -
1.01.01.13.0002 mmhﬂmm - 3
4.1.01.01.13.0008 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- = =
0.0 1 00 4 | PR3 Aok onta Tiga -
42 0% 0. DA MRS wm -
_—r ey PRS- Mo Focks -
14.3.00 01140003 | PRB-MchA Rods Tigs Pemermaaih Puss. - i
4.1.01.01.14.0004 PXB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah - -
[4.1.01.02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - * - - N
4.1.01.02.06 | BBNKB-Mobil Bars eb ch - - - - -
4.1.01.02.06.0000 [BBNKB-Mobil Barang) ck Up - -
41010207 BBNXE-Mobil Barang/Beban-Light Truck - - - 5
4.1.01.02.07.0001 BENKB-Mobil ban-Ught Truck - -
Ty G Ao BarangBeban Tk - - - -
[BoNKE Mobi - -
[a1020101 Retribusi Petayanan Kesehatan - - - - -




PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
31 Desember 2023

LRA PER Dimuka Per LRATA 2023 | peynAPATAN DITERIMA
Kode Rekening Uralan DIMUKA PER 31-Des-2022 31-Des-2023 31-Des-2022 YANG MENJADIHAK TAHUN | DiMUKA PER 31-Des-2023
(manfaat Untuk Tahun 2023)
2 3 . s . 7 8=4+5-5-7
4.3 02 a0 01 S005 dermr Caeras - -
|4.1.00.00 01 0006 | Mt bt Kesehatan o Ve Kesehatan - N
eia20112 Retribus Pelayanan Pendidikan z : 5 : s
4.1.02.01.12.0001 Retribusi Pendidikan Teknis - .
Retribusi - =
2 750000 2 750 00090 -
- 2 75000000 27000090
275000000 2 75000000
 Mertriinets Aenguakan Prodols hard Usata Daeval beruga Bk 1 envuk
| Aot Pemycatian vl
et ot o e e— pe—r - - .
Perizinan Tertentu - - - - N
Retribusi (zin Trayek untuk Menyediakan Umum - - - - -
Retribusi tzin “antuk Pelayanan Angkutan Umum F -
Retribusi lzin Usaha Perfkanan - - - - P
. Cepaatan g acan dan
Pemieran Lan Loginan B
P 2 Ve e feraga ers Ao PTAL 2 : 5 2
|Retribusi Pembertan (MTA kepada Pemberi Kesja Te - -
Laba kepada Pemerintah Daersh (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | - - - - »
aba yang Dibagikan kepada Pemerintah Dacrah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN| 5 z = E =
. BANGLUM ASKRDA - N
-
T Sngian b yorg THDADANR beginas errerafs Dims dh {Cowedon 31 Fermpiiam Mt gacia B = = = =
cmm PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAK - -
Proyertaan Wods paca SO - - - -
- 2EIZ0.00 1LHIZ 000 -
- 262395000 262395000 5 B
362195000 262395000 -
| Hasl Aset Tidak - "
Masil Aset Lain-Lain - ]
Hasil Pemantaatan BMD Tidak Dipisahkan 233.347.167.00 - 59.578.000,00 = 173.769.167,00
L | Masll Sewa BMD 233.347.167.00 - 59.578.000.00 - 173.768.162,00
s sl Sewa D 233347 16700 - T8 STRRNS ATEN0567.00
j4 L0803 0 \rrand s BV - -
4.1.0%.03 .02 0001 [ asd Sana Permantastan BMO - -
EIM | Hasil darl Guna Serah - 5 - - P
gmm Masil dari Guna Serah - =
|4.1.04.03.04 [HASIL DARI BANGUN GUNA SERAH - - - - N
e PT_ TRTUNGGAL LESTAR) MAXMUR (PULLIAAN) z =
j5.1 00 00 an —_—
[4.1.00 0305 0001 — RASTRUKT UR
(4.1 0008 '-E!u_ - - - - -
ﬂuu PENDAPATAN JASA PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL (BALAI PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL) - - - - .
[4.1.04.04.01.0001 [TPA SARIMUKT! = B
(41040 TPA LEGOKNANGKA s =




PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

31 Desember 2023
Diterima
LRA TA 2023
LRA PER Dimuka Per PENDAPATAN DITERIMA
Kodo Relunie Aolast DIMUKA PER 31-Des-2022 31-Des-2023 31-Des-2022 YANG MENIZOIHAKTAHUN | ouKa PER 31-Des-2023
Untuk Tahun 2025)
2 3 a s s 7

4.1 D005 62 0 | sasa Givo pada tan o Sevishara -
(41040503 Jasa Garo D | - - - - a
4.1.04.05.03.0001 | Jasa Giro pada Dana - 3
4.1.04.05.04 | Jasa Giro. Kas Dana BOS - - - - -
[4.1.04.05.04.0001 Giro pada Kas Dana BOS - N
| 1000505 | hesa Gire Dama Kapitasi pada FXTP - =
.1 .05 05 m001 Em_u.n--—mr
j4. 1 0806 NS PENGELOUAANR DANA BERGLULR -
4.1.04.06.01 | HASH PENGELOUAAN DANA BERGUUR - - - -
4.1.04.06.01.0001 HASIL PENGELOLAAN DANA BERGUUR . =3
110007 Pencapatan B - z 2 - 5
4.1.04.07.01 m!!‘wmmm - - - - -
_—r | PENE TN  TUEWE - - -
141 De g0 O1 - =
[4.1.04.08.01 0001 ERHADAP -
4.1.04.08.02 PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANT! KERUGIAN KEUANGAN DAERAH - - - - -
4.1.04.08.02.0001 [ TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAMARA ATAU PEJABAT LAIN - -
1410009 = & - - - p=
f 1 0¢ 09 Pereraane o, Posongan, e Seet L - - - N
a o :
4.1.04.10 ﬂmmmﬁ“l&gr‘! - - - - S
4.1.04.1001 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nial Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing . B s . -
4.1.04.10.01.0001 Penerimaan  dari Selisih Nilai Tukar Mata - 7
4.1.04.11 Pendapatan Denda Atas Ketertambatan Pelaksanaan Pekerjaan - - - - 2
[1oeaim Sk - s = = =
Elnm | Pemtagatar, Deveta S, Cenotievitan Mol anann Fekesanm -
Ao [ —————y— B - - - -
ﬂ--\lﬂl |Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PXBY - - - - x

4.1.04.12 01.0001 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan - =

o | Perciapatan Desda B Mokl Bos. Macrobes. -
D12 0 S0s
10812 00 8006 | Perudapatan Desvia M5 Nt Sarang/Sean Fuk Uy

10412010007 | rendapatan Dend PR Mo frarg/Bcbor-Ligh Truck - -
|4.1.04.12 010008 Pendapatan mwmtm - N
10812010009 [Pendapatan Denda P Mobi arang/Beban, S Vo - -
4.1.04.12.01 0010 Pendapatan Denda PXB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua - -
W | Pooctapatan Denda PA3 Sepeda Motor Sepwda Motor Roca Taga - -
— TN ] Merisapatan Desda M Aevaiaam. At Do - =
&.JZ.!.“  Perciapatan Devata P65 Wokd s Tiga. - -
4108202 Pendagatan Dencia Bea Bakk Narca Genetarzan Bes maoton (BBNCE) - - - - -

:

[4..08. 72020001 [pendapatan Deis BONKG-Mobd Porumpsng Sedan - -
4.1.04.12.02.0002 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil w - .
4.1.04.12.02.0003 Pendapatan Denda BENKB-Mobil M - =

ST —

LD 12 A2 s | Pemtag il - N
E,uuz.u— | Pentapatan Desds SSNCE Mol Baang/Selian Pk Uy - -
410012000007 | Pendapatan Darda BONKE Wb Bararg/Beban Ligh Truck - -
4.1.04.12.02 0008 Mmmmvm - -
4.1.04.12.02.0009 Denda 8BNKB-Mobil Van - .
4.1.04.12.02 0010 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua - -

| Feociapatan Deuda SR Sepecia Miokor Sepeda Motor Rade Tgs =
Feecupasan Dot Dno 2z Sexat -
|Percapatan Decds 57008 Mckd Roca Tga. - B
Perdopstan Denda Pk Bahan Bakar Gancian a3n Bermotor (PBBAE) - - < - B
Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin - 73

Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar - =
Pendapatan Denda PPBXB-8ahan Bakar Gas - =

|
|

| Penciapatan Deada »ak A Pesmadam - =

Denda Pajok Rokok - - - - %

Denda Rokok - .
Pendapatan Denda Retribusi Daerah -~ - - - .
Denda Retribusi lasa Umum - - - - -
| Pemtapatan Dionhs Wetribnss Nefaym esebutan -
Pesiapatan Desx Rebersihon z
|Perdopatan Denda Retrio Pemakasn Keharyaan Duevah - B
Pendapatan Denda Retribusi Terminal - -
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olshraga - -

| Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - - - - s

| Aemsapatan Gercia At — = B
| Pesapman Genda Retrbus e Dsdna Perkaman - N

Senygeaiduion taks Vst - Z
Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan (dn Mempekerjakan Tenga UMTAY = =

Pendapatan Hasi Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - = - . B
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/lasa - F

[PEMDAPATAN DA FENGE NIBAL AN SELEBHAN PEMBAYARAN PAM P NGHACE AN PASAL 71 - - - :
e e B "
|FENDAPATAN DAR PERGEMBALIAN KELEBHAN PEMBAT ARAN TURAN SIWPANAN PESERTA 1 - - < 3 B
| PENDAPTAN DATI PEWGEMALIAN KELETBAN PEMEAYARAN FUFAN SMPANAN PESERTA TRBUNGAN PERUMWANAN RAKYAT PRS. I - B
[PENOAPATAN DAF) PENGEMEBALIAN KL EBIHAN PEMEAYARAN IUFAN SMPANAN PESERTA TABUNGAN PERUMAFAN FARYAT FPPY. B =
DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN GAN DAN TUNIANGAN - - B B 5
T PEACGESME, A0 LB TEVEIRS S5O AL A T B N
AN (AR FENGEMBALAN () E BHHAN PERMBATASAN FERIAANAN FAS - - B N

1,081 TOARS PENGEMOAL VN KELEDWIAN PEMBATARAN PEFLIALNIAN GRS DAL NEGER). PETIAANAR DINAS TETAF- v S
1
1

.15.04.0002

15.04.0003 ‘mmmmmmummmmnw R 5
15.04.0004 [PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELERWAN PELEAYARAN PEFMANAN DINAS DALAM NEGER. PERIALANAN DDIAS PAKET MEETING DALAM KOTA B B

410415000005 DARS PENGEMEALIAN XI3 ETIHAN PEMBAYARAN PERIALANAN DINAS DAL NEGERS PEFIALANAN DRAS PARET LIEE TIMG LLAR KOTA . B

(23 00 5.0 s00s ¥ AT P o L T T T TIPS SR W AR S =
4100 1505 | KELER Aaan RECE =] - - E B E
2100 15.05 8001 P PENCERESR P i (MR PP IIN MU G LEL A AT5B |08 N
4.1.04.15.05 [PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEGIHAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN [M) B < 3 - S
4.1.04.15.06.0001 [FENGAPATAN DARI PENGEMEA AN KELESIWAN PEMOATARAN JANAN KEWATIAN (304 - =
4.104.15.07 [PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - - : 5 =
14104 15.07 0001 | PEMDAPATAN AR PENGEMBA IAN KEL ESIMAN PEMBAYARAN JAMMAN KESEWATAN RASIONAL | 508 - -
e ionss 3 B -
j4. 106 1601 - s
4108 1691 o001 [Pencapatan BLUD = g
410417 [Pendapatan Denda Pemantaatan BMD yang tidak Dipisahkan - - = = z
[4.1.0417.01 [Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMO - 2 - 5 B
SIS jPandepetan Daruis Pengitiiun Saws BMO 3 E
oy [ Pencapatan Dara Kaptas WU patia HTP = 2
ﬂm- | Pesetapatan Do Kapas JN pats § 617 - >
(410019 Pendapatan Hasd Pengeitam Da Bergide B : s B -
41.04.19.01 Hasil Dana B B 2 = .
4.1.04.19.01.0001 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergul 5 5
410421 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan - 5 5 5 B
1002101 | Pencapatan Denda ats Pebanggaran Perahuran - - - - -
1108 22 81 @00 | Fencagutan Derds s Petmggaras Resaturs. 2) =
=3 wesren 3 Z = = =

js.201 Pendapatan Transter Pemeritah Pusat - - - = =
420000 [Dana’ - B B 5 %




PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

LAMPIRAN 13

31 Desember 2023
Pendapatan Diterima PENDAPA
Kode Rekening Uraian LBA PR Douds P YANG MENIADI HAX TAsON | PENDAPATAN DITERIMA
DIMUKA PER 31-Des-2022 31-Des-2023 31-Des-2022 Pt DIMUKA PER 31-Des-2023
(mantaat Untuk Tahun 2023)
2 3 4 s [ 7 8=4+5-6-7

2 mmm |G Traoier e D g o (05 -
14.2.01.01 01 0001 | DB &
4.2.01.01.01.0002 (DBH PPh Pasal 21 - A
4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON - -
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukal Hasil Tembakau (CHT) 2 =

4.2.01.01.03.0026 [DAX Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Pemurunan Stunting (X8) - -

grroer g DA et Budang Periarabnan Ampder 5
Sy e FerpEcia, S Suaa 5

42 0105 30009 o Frerur i, Can Perir o AT Perpecan furah Qo

42.01.01.03.0090 oAx Industr Kecl don ‘Semtra UKW dan Revitatisas Sentrs KM - -

4.2.01.01.03.0031 DAX Fisik- ‘Sarana dan Prasarana Fisk Dasar Pertanian B z

4.2.01.0103.0032 DAK Kelautan dan = =

[42.01.01.03.0033 [DAX s

orrTro) P -




LAMPIRAN 13
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

31 Desember 2023
Diterima
LRA TA 2023
LRA PER Dimuka Per PENDAPATAN DITERIMA
Sade Relurie Uralas DIMUKA PER 31-Des-2022 31-Des-2023 31-Des-2022 VANG MERIDIAK TAHUN. | DIMUKA PER 31-Des-2023
(manfaat Untuk Tahun 2023)

2 3 4 s s 7 B=4+5-86-T7

4.3.03.01.02.0003 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN
|4.3.03.07.02 900¢ Persiapatan st Pergesnibalian teibah packs SUMO

63,03 0100 0006 |
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PROVINSI JAWA BARAT
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI SERTA BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN 2023
URAIAN BEBAN TAHUN 2023 BEBAN TAHUN 2022
1 2 3
A. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
A.1 BEBAN PENYUSUTAN
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.531.010.746 1.649.846.874
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 118.480.811 105.390.576
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 10.292.088 10.292.088
Beban Penyusutan Aset Tetap Lannya 6.694 404 6.694 404,
Beban Penyusutan Aset Lain-lain o 0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN 1.666.478.049 1.772.223.942
A2 BEBAN AMORTISASL
Beban Amortisasi 0 0
JUMLAH BEBAN AMORTISASI 0 0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 1.666.478.049 1.772.223.942
B. BEBAN PENYISHHAN PIUTANG
Beban Penyisihan Piutang Pajak 0 0
Beban Penyisihan Piutang Retribusi 0 0O
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang SAH 0 0
Beban Penyisihan Piutang Lainnya PPKD 0 0
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG 0 0
’ MENGETAHUI
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
v
H. Su -, MUM Enny Rustini, SE., MM

NIP. 19681216 199803 1 003 NIP. 19711112 200112 2 001




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL NERACA DAN LRA
Badan Kepegawaian Daerah
PER 31 Desember 2023

Lampiran 19

NO URAIAN LRA NERACA SELISIH KETERANGAN
@ (b) (c) = (aHb) (d)
1 | TANAH - o =
2 | PERALATAN DAN MESIN 1.704.393.778,00 1.805.393.778,00 (101.000.000,00) | Reklas dari GB Renovasi Ger
3 | GEDUNG DAN BANGUNAN 2.882.588.000,00 2.781.588.000,00 101.000.000,00 |Rekias dari GB Renovasi Ge
4 | JALAN IRIGASI DAN JARINGAN - - -
5 | ASET TETAP LAINNYA - - -
6 | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - -
7 | ASET LAINNYA w J -
JUMLAH 4.586.981.778,00 4.586.981.778,00 -
Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7
&_&unm.ﬁum Enny Rustini, SE.. MM

NIP. 19681216 199803 1 003

NIP. 19711112 200112 2 001
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PROVINS|I JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jum'at Tanggal 29 Desember 2023 Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama lengkap : H. SUMASNA, ST, MUM
Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Pengguna Anggaran
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah.
Nomor 77 Tahun 2020 , kami melakukan pemeriksaan setempat pada.
Nama lengkap : DENY KUSNIADI, S ST
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 30/KU.12.01.01/KEP.BPKAD/2023 tanggal 27 Februari 2023
ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada
dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumiah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah:

a Uang kertas = Rp. 0,00
b Uang logam = Rp. 0,00
¢ SP2D dan atat pembayaran lainnya yang = Rp. 0,00
belum dicairkan
Saldo Bank = Rp. 0,00
e Suratbarang/benda berharga yang = Rp. 000
diizinkan =

Jumiah = Rp. 0,00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,

Register dan lain sebagainya berjumiah = Rp. 0,00
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan
Saldo buku = Rp. 0,00

Penjelasan perbedaan positif/negatif E

Bendahara Pengeluaran/
Penerimaan

Ll

DENY KUSNIADI, S ST

NIP. 18760909 200701 1 006




BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal penutupan kas . 29 Desember 2023
Nama Penutup Kas . DENY KUSNIADI, S.ST
Tanggal penutupan kas yang lalu : 30 November 2023
Jumiah transaksi s.d. bulan . 29 Desember 2023
1. Jumiah Penerimaan s.d. tanggal 29 Desember 2023 77.053.560.670,00
terdiri atas:
SP2D UP : 3.550.459.800,00
GU 13.271.641.671,00
TU : 0,00
LS . 14.119.361.424 00
LS gaiji : 41.727.957.027,00 (+)
72.669.419.922 00
Penerimaan pajak
PPN : 965.694.335,00
PPh-21 : 3.192.433.041,00
PPh-22 : 35.051.648,00
PPh-23 134.423.001,00
PPh-4 55.381.996,00
PPh-Final 1.156.727,00 (+)
4.384.140.748,00 (+)
. 77.053.560.670,00
Jumiah Pengeluaran s.d. tanggal 29 Desember 2023 76.813.738.617,00
terdiri atas:
SPJ UP/GU : 16.582.279 418,00
TU : 0,00
LS : 14.119.361.424 00
LS Gaji 41.727.957.027,00 (+)
72.429.597 869,00
Pengeluaran pajak
PPN 965.694.335,00
PPh-21 3.192.433.041,00
PPh-22 35.051.648,00
PPh-23 134.423.001,00
PPh-4 55.381.996,00
PPh-Final 1.156.727,00 (+)
4.384.140.748,00 (+)
76.813.738.617,00 (-)
Saldo buku 239.822.053,00
Setor Ke kas Daerah 239.822.053,00 (-)
& 000
2. Saldo Bank 0,00
Setor Ke kas Daerah 0,00 (-)
0,00
Perbedaan positifinegatif NIHIL
Penjelasan perbedaan saldo:
Bandung, 29 Desember 2023
Mengetahui,
Bendahara Pengeluaran

<Pl

DENY KUSNIADI, S.ST
Penata
NIP. 19760909 200701 1 006




bank bjb

Print Date

Transaction Date

PAYMENT RECEIPT
PROVINCE / CITY / DISTRICT RETRIBUTION

29 Dec 2023 13:44:30

29/12/2023 13:43:14

Trace No 967249

Transaction Status Executed Successfully

Source Account 0006031293001

Billing Id 2132732912235805

Taxpayer Name DENY KUSNIAD!

Taxpayer Address

SKPD Code 3.04.01.

SKPD Name BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH - BKD
Account Code 41415

Account Name PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN
Bill Amount IDR 239,822,053.00

Fine / Penalty IDR 00

Bank Administration Fee iDR 00

Total Debit Amourt IDR 239,822,053.00

NTB BJB20231229967249

NTP 03039655

Transaction Reference Number 20231229893350777

PLEASE SAVE THIS RECEIPT AS PAYMENT RECEIPT OF PROVINCE/CITY/DISTRICT RETRIBUTION.
PROVINCE/CITY/DISTRICT RETRIBUTION PAYMENT CAN BE DONE AT THE ENTIRE bib BANK BRANCH,
bjb INTERNET BANKING CORPORATE, bjb-NET, bjb ATM AND THE NEAREST bjb ELECTRONIC CHANNELS.

Copyright bank bib Al right Reserved




i — i i g e et e et e, . S

vsTE 1D : L06Y Yol CETAR : 28/12/3013
BANK BJB JAM CRTAK : 11:14:22
KODE CABANG : 0061

KC UTAMA BANDUNG

BUKTI PEKBAYARAX PAJAK/RETRIBUSI
PEMERINTAR PROVINS JAWA BARAT

NOMOR BAYAR : 2132732812232191 TGL. BAYAR o 28/12/2023 11:13:20
NAMA WP / QP . DADANG SOFYAN KODE SETOR + 2132732812232191
ALANAT ¢ | 14 o 31445596

N18 o 202312728431078
KODE SKPD v 3,04.01. TAGIRAR : kP, 1,613,950
WANA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAKRAR - BKD DERDA . RP.
KODE REXKENING ; 4.1.4.01.03.01 BIAYA ADMIN . kP
KAMA REKENING  : HASIL JUAL BMD - HASIL PENJUALAN BANGUKA  TOTAL TAGIKAN : EP. 1,043,950
L 8

*HARAP SINPAN TANDA TERIMA INI SKBAGAL BUXTI PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSL PROVIAML JAWA BAEAL:
*PEMBAYARAN PAJAL/RBTRIBUSI PROVINSI JAWA BARAT DAPAT DILAKUKAR DI SELURUH Jknxnenu KANIOR

DAK JARINGAN KLEKTRONIX BAMK BJB THRDEKAT: L

*BUKTI TRANSAKSI N1 SEBAGAL DOKUNEN LAIN 1ANG DIPEESAMAXAN DENGAM SURAY SEECRAB RAJAK DAERAH (SSPD)?




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor: 698 /PL.04/Sekre/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami

masing-masing :

1. a. Nama © H. SUMASNA, ST., MUM
b. Jabatan . Kepala Badan
c. Kedudukan . Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. a Nama : Drs. H. ASEP SUKMANA, M.Si
b. Jabatan . Kepala Dinas
¢. Kedudukan : Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU
berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) dan 1 (satu) unit Notebook, dengan data sebagai

berikut :

1. Merek kendaraan . Toyota Altis 2.0 A/T
Jenis kendaraan : Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Roda 4
Tahun pembuatan . 2015
Nomor rangka . MRO53REE3D4301775
Nomor mesin . 3ZRX339771
Nomor Polisi : D1730E
Harga perolehan : Rp. 397.710.000,00

2. Nama Barang . Notebook
Merk/Type : HP Spectre X360 i3-AW000JTU
Tahun perolehan . 2020
Harga perolehan : Rp. 19.750.000,00

Pasal 2

Barang tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara ini merupakan aset / kekayaan
milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dikelola/dipergunakan dalam rangka mendukung tugas pokok
dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
beriaku.

Pasal 3

Harga perolehan sebagaimana tercantum pada Pasal | Berita Acara ini merupakan nilai tercatat
sesuai Daftar Barang Milik Daerah..




Pasal 4

Dengan serah terima barang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara ini, maka

PIHAK KEDUA waijib:

1. Mencatat Barang tersebut dalam Kartu Inventaris Barang (KIB);

2. Melakukan pemeliharaan dan pengamanan,

3. Bertanggungjawab atas segala resiko akibat penggunaan kendaraan dan peralatan kantor

tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani
dalam rangkap 4(empat), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Diponegoro No 22 Telp /Fax (022) 4205561 (Gedung A)
Website www bpkad jabarprov.go id
Bandung 40115

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : 87 / RT.05.01 / BAST / BMD / 2023

_ Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si

Il. H. SUMASNA, ST., MUM

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22
Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan
Ternate No. 2 Bandung, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK KESATU aset berupa peralatan dan mesin jenis kendaraan roda 2
(dua) sebanyak 1 (satu) unit sebagai penghargaan juara 2 (dua) kategori Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada Asset Award 2023, dengan
rincian sebagai berikut:

i No. ’ No. Hargé B
| No! Merk/ Type No. Rangka Mosts Polisi Bulan | Tahun Perolehan
: (Rp)
] I |

| Yamaha All New E3R4E- | ’
| 1| XRiDEABS MH3SEBBBOPJ158014 | - o o | D280SA 7 2023 20 326 200.00
| | |
L . |

Pasal 2

Aset peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara
Serah Terima ini merupakan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
untuk dikelola oleh PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.




Pasal 3

Nilai Perolehan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Berita Acara Serah
Terima ini merupakan nilai tercatat sesuai Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Dengan serah terima aset peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini, maka PIHAK KEDUA wajib:
a. Mencatat aset peralatan dan mesin tersebut dalam Daftar Pengguna Barang.
b. Melakukan Pemeliharaan dan Pengamanan.
¢. Bertanggung jawab atas segala resiko akibat penggunaan aset peralatan dan
mesin tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dan
ditandatangani dalam 4 (empat) rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU, /
~,

J O
%‘/ A
/] # "2

b, :

bina Utama Madya

16 199803 1 003 " NIP_ 19690420 198803 2 004




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. Diponegoro No. 22 Telp./Fax. (022) 4205561 (Gedung A)

Website : www.bpkad.jabarprov.go.id
Bandung 40115

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : & /RT.05.01/BAST/BPKAD/2023

Dasar : Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat nomor:
241/PL.04/Sekre, tanggal 6 Maret 2023, Hal : Permohonan Kendaraan Dinas Oprasional

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Dra. NANIN HAYANI ADAM, M.Si . Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor
22 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk
. dan atas nama Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa
Barat, selanjutnya di PIHAK KESATU.

2 H. SUMASNA, ST., MUM . Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Barat berkedudukan di Jalan Ternate
No. 2 Bandung , dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Pasal 1
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK KESATU berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) kondisi
baik dan layak pakai, dengan perincian sebagai berikut :

, NO. |BULAN HARGA
No | MERK/ TYPE NO. RANGKA NO. MESIN - |PENGA | THN | PEROLEHAN | PERUNTUKAN
POLISI | =N RD)

TOYOTA NEW | MHFJWSEMXN240 |1TRB047905 |D 1116B| 12 |2022| 371.700.000,00 KENDARAAN

1 |KIJANG INNOVA 5294 OPF;:(lZgil&NAL
2.0 G A/TBSN
BADAN
TOTAL 371.700.000,00,-
Pasal 2

Kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Berita Acara ini merupakan
barang milik/kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dikelola sebagai
kendaraan operasional oleh PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung tugas pokok dan
fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3
Harga Perolehan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Berita Acara ini merupakan
nilai yang tercatat sesuai Daftar Barang Milik Daerah.




Pasal 4
Dengan serah terima kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara

ini, maka PIHAK KEDUA waijib :
a. Mencatat kendaraan tersebut dalam Kartu Inventaris Barang (KIB);

b. Melakukan pemeliharaan dan pengamanan,
c. Bertanggung jawab atas segala resiko akibat penggunaan kendaraan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dan
ditandatangani dalam rangkap 5 (lima), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KDA&RZ;E;HAK KESATU
» C '

HAYANI ADAM. M.Si
=¥ Apembina Utama Madya
NIP. 19690420 198803 2 004







TANDA BUKTI PENYERAHAN KENDARAAN DINAS

BPKAD PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Diponegoro No. 22 Bandung

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraa’n Nomor
40/RT.05.01/BAST/BPKAD/2023Tanggal 04 Mei 2023, pada hari ini #ems. ... Tanggal
.DA... Bulan Mei Tahun 2023, telah diserahkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 (dua)

dengan spesifikasi dan peruntukan sebagi berikut :

No | MERK/ TYPE NO. RANGKA NO. MESIN Pgaél THN | PERUNTUKAN
KENDARAAN
TOYOTANEW  MHFIWSEMXN2405294 1TRB047905 | D1116B
1 | «UANG INNOVA 2022 | OPERASIONAL
2.0GA/TBSN

|

Kendaraan tersebut diserahkan dalam kondisi baik, berikut dengan segala
kelengkapannya.

Demikian tanda bukti penyerahan kendaraan dinas ini di buat dengan
sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima, Yang Menyerahkan ,
SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

@ Py

ROBY BUDIMAN SITI SYAMSINUR, SE., M.Acc., AAP
Pembina

NIP. 1980 0% 0¢ £006 04 1009 NIP. 19810327 200604 2 011




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan : Kawaluyaan Indah Raya Nomor 6 Telepon : (022) 87328066 - 87326081
Faksimile : (022) 87327001 Website : www.bp2d jabarprov.go.id E-mail : bp2d@jabarprov.go.id
Bandung - 40286

BERITA ACARA TERIMA
Nomor: 24/PL.04.02/Sekre

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

. LINDAAL AMIN, ST, M.T. - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di
Jalan Kawaluyaan Indah Raya Nomor 6
Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut
PIHAK KESATU

. H. SUMASNA S.T., MUM. :  Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Ternate
Nomor 2 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK KESATU aset berupa tanah dan gedung bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:

no|  Ursian \ Jumiah | Jumiah Jumlah Nilai I
1 Volume | Luasan (m?) Perolehan (Rp) 9
1. | Tanah 1 Bidang 2.100 25.609.500.000,00 Wancien
; Terlampir
g |Sedung dan 4 Unit 208528 | 3.602.349.075,00 ——
| Bangunan o 7 Terlampir
TOTAL 1 418528 | 29.211.849.075,00

Pasal 2

Aset tanah dan gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Berita Acara Serah
Terima ini merupakan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk dikelola
oleh PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.




Pasal 3

Nilai Perolehan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini
merupakan nilai tercatat sesuai Daftar Barang Milik Daerah. Daftar Barang Milik Daerah
sebagaimana terlampir merupakan satu bagian dengan Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 4

Dengan serah terima aset tanah serta gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 Berita Acara Serah Terima ini, maka PIHAK KEDUA wajib:

a. Mencatat aset tanah serta gedung dan bangunan tersebut dalam Daftar Pengguna Barang.

b. Melakukan Pemeliharaan dan Pengamanan.

c. Bertanggung jawab atas segala resiko akibat penggunaan aset tanah serta gedung dan
bangunan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani
dalam 4 (empat) rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

H. SUMASNA, S.T., MUM LINDA AYAMIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda
NIP. 19681216 199803 1 003 NIP. 19670630 199803 2 005
Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
vamsc Jawa Barat

Dra. NaXIN HAYANI ADAM, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690420 198803 2 004
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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan . H. Juanda No. 287 Telp. (022) 2516061 Fax (022) 2510731
Website: bappeda jabarprov.go.id, E-mai: bappeda@jabarprov.go.id, bappeda jabar@gmail. com
BANDUNG - 40135

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH
Nomor. 6197/KU.03.07/Kepegumhum

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, kami
yang bertanda tangan di bawah ini:
. Dr. IENDRA SOFYAN, S.T., M.Si. : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda
Nomor 287 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota
Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

ii. H. SUMASNA, ST., MUM. : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa
Barat berkedudukan di JI. Ternate No. 2 Bandung 40115
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK KESATU barang milik daerah dengan rincian terlampir tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Pasal 2
Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, semula merupakan barang milik
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tercatat dalam Daftar Barang PIHAK KESATU.
Pasal 3
PARA PIHAK menyepakati alihstatus penggunaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 untuk dipergunakan sebagai penunjang kegiatan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pasal 4
Dengan serah terima barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka
PIHAK KEDUA berkewajiban untul:
1. Mencatat barang tersebut dalam Daftar Barang Pengguna;
2. Melakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang tersebut;
3. Bertanggung jawab atas segala risiko akibat penggunaan barang tersebut.
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah jni, disepakati dan ditandatangani
oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan i, tanpa ada tekanan, pengaruh,
paksaan dari pihak manapun, dan beriaku sejak i =

“PIHAK KEDUA,
244
N g
/ Dr JENDRA SOFYAN, S.T., M.Si
“UNIP: 19681216 199803 1 003 NIP 20419 199803 1 007

ELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
“PRQVINSI JAWA BARAT,

\\ "r—‘

Nar'S Dra NANIN'HAYANI ADAM, M.Si.
N W, .~ #Fembina Utama Madya
19690420 198803 2 004
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